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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

o OR 7 A U 2024 

TEN ANG 

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2 24 

DEN N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa Dana Desa Tahun 2024 telah ditetapkan s ba aimana 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2023 
ten tang Anggaran Pendap tan dan Belanja Ne ara Tahun 
Anggaran 2024 jo. Peratur n Presiden Nomor 76 Tahun 2023 
tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara 
Tahun 2024; 

b . bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di 
Ka paten _ asikmalaya agar _ e_ selenggara de:ogan t. J:tib,- taat 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomi , efektif, trans ar , dan bertangg ja ab, perlu 
menetapkan pedoman pe gelolaan dan Penggu n aan Dana 
Desa Tahun Anggara n 2024 ; 

c . bahwa berd sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h ru f a dan h u ruf , perlu ditetapkan Perat ran Bupati 
te t ang Pe ' gelolan dan penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nom or 14 Ta h un 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kab paten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentuka n Kabupaten P rwakarta da n Kabupaten Subang 
dengan M ngubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
ten tang Pembentukan Daera h -Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan P opinsi Dja a Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara-RepubJik Indonesia Tah.un. 2014 Nomor 7 ,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara ·Republik Indonesia Tahun 20-14 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(LeJJlbaran Negara Repu-blik lJ:;l.donesia- tahun .2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5-. Undang~Undang No-mor 19 Tahun 2023 tentang- Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind nesia 
Nomor 6896); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ; 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Dana, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883), 

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 ten tang Rincian 
Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2023 Nomor 151); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Be rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keu angan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11.~ Pexaturan Men-ted Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Operasional atas Focus Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2024- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 963); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.7/2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1051); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.7/2022 tentang 
Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2024 (Be rita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1052); 
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15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ J asa di Desa (Be rita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

l.6_~ PeJ:at uran Pae_rab- ~bu-pateJl J'asjkmalaya- NmD-or 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kab-upaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2017 ten tang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya N m r 8 
Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem aran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2023 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Ka upaten 
Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 10) ; 

21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2 1 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 52); 

22 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 20 19 tentang 
Ta ta Cara Pengadaan Barang dan J asa d i Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 168) ; 

23. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahu n 2021 ten tang Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal U suI dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nom or 104); 

24 . Peraturan Bu pati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggran Pendapatan dan Belanja daerah Tahu n 2 24 (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 59); 

25. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusu nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tab-un 20Z3 NomoJ: 62) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2024 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bu pati adalah Bu pati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 



-4-

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional 
yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawara tan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berd sarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis . 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

10. Dana Desa a dalah bagian dari transfer ke daerah yang 
diperun tukkan bagi Desa dengan tujuan u ntuk mendukung 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangu nan, pemberdayaan masyaraka t, dan 
kemasyarakatan. 

11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persenta se tertentu d ari anggaran Dana Desa yang dibagi secara 
proporsional kepada setiap Desa berdasarkan kla s ter jumlah 
penduduk. 

12. Alokasi Afirm asi adalah alokasi yan g diberikan kepada Desa 
tertinggal dan Desa sanga t tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

13. Alokasi Kin erja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang 
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

14. Alokasi Formula a dalah alokasi yang dihitu ng berdasarkan 
indikator jumlah penduduk Desa, angka-kemiskiuan Desa,- iuas 
wilayah Desa , dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap 
kabupa ten/kota. 

15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT 
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima 
manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa. 

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan! atau kegiatan yang didah ulukandan diutamakan daripada 
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

1-9". Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
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masyarakat Desa. 
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 

disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

2l~ ReJlCana- Kerja Pemerintah Desa,. seJ.aI;lj1Jtn~ya- disingkat RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk Jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 

23 . Pengelo-laan Keuangan Desa adalah keseIuruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 

24. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan 
melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan ku alitas 
hidup dan kehidu pan sebesar-besarnya keseja h teraan 
masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, 
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan, yang pen ilaiannya 
dilakukan setiap tahu n dan ditetapkan oleh Kemen terian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

25 . Pad at Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, kh u susnya yang miskin dan marginal, yang 
bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan 
tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan emberian 
bantuan Iangsung berupa dana tunai yang bersum er dari Dana 
Desa kepada keluarga penerima manfaat dan iputuskan 
melalui musyawarah Desa sesu ai dengan kriteria yang 
ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan. 

27 . Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak 
(pertumbuh an tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam 
waktu yang lama. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahu nan Daerah yang 
ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

29 ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa- yang selanJutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

30. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN 
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seIuruh penerimaan negara dan 
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

32. Rekening Kas Desa yang selanju tnya disingkat RKD adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan d igunakan untuk 
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membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang 
ditetapkan. 

33. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut 
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk 
pe.rcepatan pencapaJan tuj.uan pembang.uJJ.an be.rkeJaujutan. 

34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau 
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 
pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

3·5-. Tenaga Pendamp-ing Profesional adalah tenaga profesional yang 
direkru t oleh Kernen terian yang bertugas melakukan 
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan 
provinsi. 

36. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN 
adalah aplikasi yang digu nakan dalam rangka mem n itoring 
transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara 
dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutu han yang 
diakses melalui jaringan berbasis web. 

37. Aplikasi Electro nice Human Development Worker yang 
selanjutnya disebu t Aplikasi e-HDW adalah aplikasi yang 
digunakan untuk pen dataan, pengumpulan, pel antauan, 
pencatatan, dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam 
pencegahan stunting di Desa. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatu r Pengelolaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024 yang melipu ti: 
a . alokasi dan besaran pagu indikatif; 
b. penyaluran; 
c. penggunaan; 
d. pertanggungjawaban; 
e. pemantauan dan evaluasi; dan 
f. penghentian dan/atau penundaa n penyaluran Dana Desa. 

BABIII 
ALOKASI DAN BESARAN PAGU 

Pasal3 

(1) Dana Desa setiap Desa sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan berda-sarkan pada penghitungan dan penetapan 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, dengan cara: 
a. sekaligus; atau 
b . bertahap. 

(2) Formu la pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan 
aIokasi terdiri atas: 
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a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

(3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dihitung pada tahun berjalan dialokasikan sebagai 
insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu. 

(4) Besaran Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 secara rinci 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
PENYALURAN 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal4 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKU sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dilak anakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbuku an Dana Desa dari 
Bupati. 

(2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) 
terdiri atas: 
a . pagu Dana Desa yang ditentukan penggu naannya 

(earmarked) ; dan 
b . pagu Dana Desa yang tidak ditentu kan penggu naannya 

(non-eannarked). 
(3) Pagu Dana Desa yang diten tukan pengunaanya (earmarked) 

sebagaimana dimaksud pada aya t (2) h u ruf a merupakan 
anggaran Dana Desa yang d iperuntukan untuk: 
a~ p_rogram pemullb.an ekonomi, beru-pa perllndUJlgan sosjaJ 

dan penanganan kemiskinan ekstr im dalam bentuk BLT 
Desa; 

b . program ketahan an pangan dan h ewani: dan / a tau 
c. Program pencegahan dan penurunan stunting; 

(4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan pengunaanya (non­
eannarked) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk 
mendanai program prioritas di Desa sesuai dengan karakteritik 
desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik 
Desa. 

Bagian Ked ua 
Pagu Dana Desa yang ditentukan Penggunaannya 

Pasal 5 

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana 

Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan 
paling lamb at bulan Juni; 
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b. tahap II, sebesar 40 (empa t puluh per seratus) dari pagu Dana 
Desa ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling 
cepat bulan April. 

Pasal6 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyara tan penYaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 
Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai 
beriku t: 
a. tahap 1 meliputi: 

1. Peraturan Desa mengenai APBDes ; 
2 . Peraturan Kepala Desa a tau kepu tusan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; d n 

b. tahap II melipu ti: 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh 
perseratus) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empa t puluh 
perseratus) . 

(2.) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa 
menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan Stunting 
tahun anggaran 2023 melalui aplikasi e-HDW 0.2 . 

(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksu d pada 
aya t (1 ) huru f b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM­
SPAN. 

(4) Selain -per syaratan -peny aluran tahap 1 sebagai-mana dhnaksud 
pada ayat (1 ) huru f a , Bupa ti mela ku kan: 
a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
aya t (2) Huruf a termasuk perekaman j u mlah keluarga 
penerima manfaat BLT; 

b. perekaman anggaran dan realisasi Da na Desa yang 
d itentukan penggunaannya ta hun anggaran 2023; dan 

c. penandaan pengajuan penyalu ran a tas Desa layak salur 
yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi 
OM-SPAN. 

(5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
Jllelipu ti:-
a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana 

Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa 
menganggarkan program pencegahan dan pen urunan 
Stunting tahun anggaran 2023; dan 

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas BLT Desa 
tahun anggaran 2 023. 
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(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Desa 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
mamaat bulan kesatu. sampai dengaJL buJan yang telab. 
disalurkan. 

(7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, Bupati melakukan: 
a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 

BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau 
triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima 
m anfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun 
anggaran 2024; dan 

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur 
yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi 
OM-SPAN. 

(8) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan 
dengan ketentuan sebagai beriku t: 
a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan 
b . batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai 

langkah-Iangkah akhir tahun. 
(9) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggu naannya 

tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f a dapat 
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana esa yang 
tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah 
memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) huru f a dan perekaman dan penandaan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (7) huruf b . 

Bagian Ketiga 
Pagu Dana Desa yang t idak ditentukan pengg naannya 

Pasal 7 

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 hu ruf b dilakukan 
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a . tahap I, sebesar 40% (em pat puluh perseratus) dari pagu 

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap 
Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran 
berjalan; dan 

b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu 
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap 
Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran 
berj.a1an. 

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu 

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap 
Desa, dilakukan paling lamb at bulan Juni tahun anggaran 
berjalan; dan 
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b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu 
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap 
Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran 
berjalan. 

(3.)- Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meru pakan 
status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang 
ditetapkan oleh kementerian Desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi. 

Pasal 8 

(1 ) Dalam rangka penyampaian dokumen persyara tan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), 
Kepala Desa menyampaikan dokumen persyara tan penyaluran 
kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. tahap I meliputi: peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. tahap II meliputi: 

1. Laporan realisasi penyerapan- dan eapaian k luaran 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi 
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh 
perseratus) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling rendah sebesar 40% (em at puluh 
perseratus) . 

(2) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I paling lambat tanggal 15 J uni tahun anggaran 

berjalan; dan 
b. batas waktu u n tuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai 

langkah -langkah akhir tah u n . 
(3) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada 

aya t (2) bertepatan dengan hari libur a tau hari yang diliburkan, 
doku men persyaratan penyaluran sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterima pa ling lambat pada hari kerja berikutnya. 

BAB V 
PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 
Prioritas Penggunaan 

Pasa19 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa 
berdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs 
Desa, guna mendanai: 
a. Pembangunan; dan 
b. Pemberdayaan Masyarakat. 
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(3) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya 
untuk mendukung: 
a. penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan 

Langsung Tunai paling tinggi 25% (dua puluh lima per 
seJ:atu-s) dari pagu Dana-Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 20% 
(dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa; 

c. program pencegahan dan penurunan Stunting skala Desa; 
dan/atau 

d . program sektor prioritas di Desa melalui bantuan 
permodalan BUM Desai BUM Desa bersama, serta program 
pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa. 

(4) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa 
tahun 2024. 

(5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional 
pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari pagu 
Dana Desa. 

(6) Fokus penggunaan Dana Desa u ntuk mendukung sektor 
prioritas melalui bantu an permodalan BUM Desa/BUM Desa 
bersama, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pa sal 10 

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui: 
a. Pemen uhan ke bu tuhan dasar; 
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa 
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 
d. pemanfaa tan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanj u tan . 

Pasal 11 

(1) Rincian Penggunaan Dana Desa u n tuk pemenu han kebutuhan 
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri 
ata s: 
a . pencegahan dan penurunan stunting di Desa: 
b . perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan 

Desa; 
c. penguatan ketahanan pangan nab ati dan hewani; dan 
d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. 

(2) Rincian pembangu nan sarana dan prasarana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 
b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;-
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik 

alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik; 
d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan 

komunikasi; 
f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 

-pen-ingkatan kualitas sUlnber daya manusia -nmsyarakat 
Desa; 
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g. pembangunan saran a dan prasarana dalam rangka 
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
dan 

h. pembangunan saran a dan prasarana dalam rangka mitigasi 
dan penanganan bencana alam dan alamo 

(3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desajbadan usaha milik 
Desa bersama; 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 
dikelola oleh badan usaha milik Desajbadan usaha milik 
Desa bersama; dan 

C. pengembangan Desa wisata. 
(4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingk gan 

secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf d terdiri atas: 
a. pemanfaatan energi terbarukan; 
b. pengelolaan lingkungan Desa; dan 
C. pelestarian sumber daya alam Desa. 

Pasal 12 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
m lalui: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat 

hidup sehat; 
b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa ; 
C. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyaral{at Desa; 
d . pengembangan sen i budaya lokal; dan 
e. pengu atan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan 

penanganan bencana alam dan nonalam. 

Pasal 13 

(1 ) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hid up sehat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a terdiri atas: 
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 

masyarakat hidu p sehat dalam rangka pencegahan dan 
penurunan Stunting di Desa; 

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hid u p sehat dalam rangka penanggulangan 
-penyakit -Inenular dan penyakit tidak -Inenular; 

C. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hid u p sehat dalam rangka optimalisasi 
pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotfka dan prekursor narkotfka. 
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(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas: 
a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan 

dan konsolldasi data SDGs Desa- dan pendataan 
perkembangan Desa; 

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan 
pangan nabati dan hewani; 

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

d . peningkatan kualitas sumber daya manusia warga 
masyarakat Desa; dan 

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 
pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan 
Desa berenergi bersih dan terbarukan. 

(3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 
kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas: 
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat Desa; 
b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desajbadan u saha milik 
Desa bersama; dan 

c. pengembangan u saha ekonomi produktif yang diu tamakan 
dikelola oleh badan usaha milik Desajbadan u saha milik 
Desa bersama. 

(4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melalui pen ingkatan 
kapasita s seni budaya warga Desa . 

(5) Rincian penguatan kapasitas masyaraka t dalam rangka 
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 
sebagaimana dimak-sud d alam Pasal 12 huruf e terdiri atas: 
a . penguatan dan fasilitasi ma syarakat Desa dalam 

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darura t ben cana alam; 
dan 

b . penguatan dan fasilitasi ma syarakat Desa dalam 
kesiapsiagaan menghadapi tanggap d aru rat bencana 
nonalam atau kejadian luar biasa. 

Bagian Ked ua 
Penetapan Prioritas 

Penggunaan 

Pasal 14 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, dibahas, disepakati, 
dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP 
Desa. 

(2) HasH Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dituangkan dalam berita acara. 

(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan 
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
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pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

Pasal 15 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 
b . menyampaikan usulan program dan/ a tau kegiatan; 
c. lnemastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau 
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Pengaunaan 

Dana Desa. 
(3) Pem erintah Desa berkewajiban untuk melibatkan m asyarakat 

dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Progra m dan / atau Kegiatan yang Dibiayai 

dari Dana Desa 

Pasal 16 

(1 ) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan melalui 
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Swakelola sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) diu tamakan 
menggu nakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat(.3) dialokasikan u ntu k upah pekerja paling sedikit 
50% (lima puluh perseratu s) dari dana kegiatan Padat Karya 
Tu nai Desa. 

Pasal 17 

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 
ka pasita s warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh 
Pemerin tah Desa atau kerja sama antardesa. 

(2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP 
Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan: 
a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs 

Desa; 
h r rek-Omendasi hasH perbaikan dan konsolidasi data 

perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun; 
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c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; 
dan 

d. aspirasi masyarakat Desa. 
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan APB Desa; 

(4) Dalam hal RKP Desa belum memuat prioritas penggunaan 
dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Desa 
harus melalukan peru bahan RKP Desa; 

(5) Peru bahan RKP Desa Sebagai mana dimaksud pada 
ayat (4) m enjadi pedoman dalam perubahan APBDesa; 

(6)" Penyusunan dan Per ubahan RKP Desa dilakukan sesuai 
den gan peratura n perundang-u ndangan. 

Bagian Keempat 
Publikasi 

Pa sal 19 

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Pen agunaan 
Dana Desa. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. hasil musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta poten s i dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJ M Desa, dokumen RKP Desa, Rincian 
Prioritas Pen ggu n a an Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 

(3) Pu-blikasi APB Desa- sebagaim.ana dimaksu-d pada ayat (2) 
h u ruf b memuat seku rang -kurangnya : 
a . nama kegiatan; 
b . loka s i kegiatan; dan 
c. be sara n anggara n . 

Pa sal 20 

(1 ) Pu blikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan 
m elalui sistem Inform asi Desa, dan/ata u m edia publikasi 
lainya yang berada di ruang pu blik serta mudah d iakses oleh 
m a syarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggu n aan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa di ru a ng publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), d ikenai sanksi administrasi berupa 
teguran lisan a tau tegu ran tertulis oleh Bupati. 

(4) Sanksi administra si sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberikan berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau 
laporan pengaduan masyarakat Desa. 

Bagian Kelima 
Penatausahaan dan Pelaporan 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan Pemerintah Desa m elakukan pencatatan 
pendapatan dan belanja a tas Dana Desa. 
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(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam 
buku kas umum. 

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (2 ) di tutup _setiap akhir bulan.-

Pasal22 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 
pembangunan daerah t ertinggal, dan transmigrasi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada aya t (I ) disampaikan 
dalam bentuk dokumen digital m enggu naka n sistem 
informasi Desa yang disediakan oleh Kemen terian yang 
menyelenggarakan u rusan di bidang Desa, pem bangunan 
daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

(3) Dalam hallaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digita l, Kepala 
Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa dalam ben tuk d okumen fisiko 

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional . 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa 
ditetapkan. 

Bagian Keenam 
Pedoman Pelaksanaan dan Format Kelengkapan Adm in istrasi 

Pasal 23 

(1) Pedoman pelaksanaa n Penggu naan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024 diatur dalam Pedoman Teknis sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 

(2) Ketentuan mengenai format kelen gkapan a dministrasi 
pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum 
dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pa sal 24 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 
Pa-sal- 13,. 

(2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal25 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. Pagu dana Desa yang ditentukan penggunaannya 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; 
b. penyaluran Dana Desa; 
c. prioritas penggunaan Dana Desa; 
d. capaian keluaran Dana Desa; dan 
e.- sisa-DanaDesa di RKD. 

(2) Pemantauan dan evalua si sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Camat, dan/atau Tenaga Pendamping Profesional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , Bupati dapat meminta penjelasan 
kepada Kepala Desa dan/atau melakuka n pengecekan atas 
kewaja ran data dalam la pora n capa ian keluaran yang akan 
direkam dalam Aplikasi OM-SPAN. 

(4) Dalam hal terdapa t indikasi penyalahgunaan Dana Desa, 
Bu pati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk m ak kan 
pemeriksaan. 

BAB VIII 
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN 

PENY ALURAN DANA DESA 

Pasal 26 

(1 ) Penghentian dan/ a tau penundaan penyaluran Dana Desayang 
tidak ditentu kan pengunaanya dalam hal terdapat 
permasalahan sebagai berikut: 
a . kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan 

penya lahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai 
tersa ngka; 

b. Desa mengalami perm asalahan adm inistrasi, 
ketidakjelasan status h u kum , dan /atau status keberadaan 
Desa; atau 

c . penya lahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan 
dan/ a tau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai 
dengan ketentu an peraturan perundang-undangan. 

d. terda pat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk 
m endanai kegiatan yang m en gancam keamanan dan 
kedaula tan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau 

e. sisa Dana Desa h asil pemeriksaan inspektorat Daerah. 
(2 ) Penghentian dan ! atau penundaan penyaiuran Dana-Desa-yang 

tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan: 
a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari 

bupati sebagai hasil pemantauan proses perkara hukum 
kades atau perangkat yang telah ditetapkan se bagai 
tersangka; 

b. keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian 
yang menyelenggarakan- urusan pemer intah-an- dalam 
negeri dan/ atau Bupati atas permasalahan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. 

c. surat rekomendasi dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas 
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai 
wakil pemerintah. 
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d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional 
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan 
keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana 
illmaksud pada ayat (2) nUJ:uJ d; atau-

e. surat permohonan dari bupati/wali kota atas 
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf e. 

(3) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa 
yang tidak ditentukan penggun aannya berdasarkan surat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d ilakukan mulai 
penyaluran tahap berikutnya setelah surat d imaksud diterima. 

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima 
setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan 
disalurkan, penyalu ran Dana Desa yang tidak diten tukan 
penggunaannya u n tuk tahun anggaran berikutnya dihen tikan. 

(5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa 
yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui nas ah dinas 
Direktur J enderal Perim bangan Keuangan kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan. 

(6) Dalam hal proses penghentian dan / atau penundaan 
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggu naannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, 
Direktur J enderal Perimbangan Keuangan menya mpaikan 
pemberitahuan kepada: 
a . Bupati; 
b . Menteri yang m enyelenggarakan u ru san pemerintahan 

dalam negeri; dan/ atau 
c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dan / a tau Kepala dari lembaga 
yang menangani u rusan keamanan negara. 

Pasal 27 

(1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dapat 
disalurkan kembali ke RKD dalam hal: 
a . terdapat pencabutan sta tus hukum tersangka, pemulihan 

status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan 
pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara 
Desa a tas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a; 

b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, 
ketidakjelasan statu s hukum, dan/atau status keberadaan 
Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b; 

c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati/wali 
kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c; atau 

d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan 
Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam 
keamanan dan kedau latan N egara Kesatuan Repu blik 
Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d. 
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(2) Penyaluran kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 28 

Dalam hal terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa, 
Penyaluran Insentif Desa dihentikan sesuai ketentuan perundang­
undangan. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa129 

Tata kelola keuangan pelaksanaan penggunaan Dana Desa sesuai 
dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan keuangan Desa. 

Qiundangkan di ingaparna 
, 'fPada tanggal 25 Januari 2024 

II ,.~ 

. I SEKRETARI DAERAH 
Ji 
~ KABUPATEN ~SIKMALAYA, 

~ 

MO 

Ditetapkan di Singaparna 
Pada tanggal 25 Januari 2024 

SIKMALAYA, 

T 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 
NOMOR 7 



NOMOR KODE KECAMATAN 

1 3206012001 Cipatujah 
2 3206012002 Cipatujah 
3 3206012003 Cipatujah 
4 3206012004 Cipatujah 
5 3206012005 Cipatujah 

6 3206012006 Cipatujah 

7 3206012007 Cipatujah 
8 3206012008 Cipatujah 
9 3206012009 Cipatujah 
10 3206012010 Cipatujah 
11 3206012011 Cipatujah 
12 3206012012 Cipatujah 
13 3206012013 Cipatujah 
14 3206012014 Cipatujah 
15 3206012015 Cipatujah 
16 3206022001 Karangnunggal 
17 3206022002 Karangnunggal 
18 3206022003 Karangnunggal 
19 3206022004 Karangnunggal 
20 3206022005 Karangnunggal 
21 320602~006 Karangnunggal 
22 320602~007 Karangnunggal 
23 320602~008 Karangnunggal 
24 320602~009 Karangnunggal 
25 320602~010 Karangnunggal 
26 320602~011 Karangnunggal 
27 320602~012 Karangnunggal 

LAMPlRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

NCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20 

DESA ALOKASI DASAR ALOKASI 
f ORMULA 

Ciheras 733 .178 396.834 
Cipatujah 733.178 253.576 
Sindangkerta 733.178 578.302 
Cikawunggading 733.178 419.552 
Bantarkalong 733.178 340 .590 
Darawati 670.334 210.436 
Nagtog 6 70.334 473.120 
Pameutingan 6 70.334 384.728 
Tobongjaya 6 70.334 285.443 
Cipanas 6 70.334 330.432 
Kertasari 6 70.334 325.856 
Ciandum 733.178 449.534 
N ange1asari 6 70.334 222 .847 
Padawaras 670 .334 158 .270 
Sukahurip 607.490 409. 355 
Cidadap 733 .178 292.379 
Ciawi 670.334 470.381 
Cikupa 733.178 450.900 
Karangnunggal 796.022 325.278 
Karangmekar 796 .022 305 .672 
Ci.k:q.kulu 733 .1 78 294 .556 
Cibatuireng 733.178 374.030 
Ciba.tu 733.178 426.269 
Sarimanggu 733.178 390.911 
Suk~wangun 733. 178 342.210 
Cintawangi 6 70.334 191.357 
Cika.pinis 670.334 395.452 

PERATURAN JPUPATI TASIKMALAYA 
7 Tahun 2024 
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024 

----- ---- -- --, - - -,1"""----

ALOKASI ALOKASI 
TOTAL 2024 

AFIRMASI KINERJA 
- - 1.130.012 
- - 986.754 
- - 1.311.480 
- - 1.152.730 ' 
- 255.750 1.329.518 : 
- 255.750 1.136.520 
- - 1.143.454 
- - 1.055.062 
- - 955.777 
- - 1.000.766 
- - 996.190 
- - 1.182.712 
- 893.181 
- 828.604 
- 1.016.845 
- - 1.025.557 
- - 1.140.715 
- - 1.184.078 
- - 1.121.300 
- - 1.101.694 
- - 1.027.734 
- - 1.107.208 
- - 1.159.447 
- - 1.124.089 
- - 1.075.388 
- - 861.691 
- - 1.065.786 
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NOMOR KODE KECAMATAN DESA ALOKASI DASAR ALOKASI ALOKASI Ai,oKASI 
TOTAL 2024 

f ORMULA AFIRMASI KINERJA 
28 320602~013 Karangnunggal Sarimukti 733.178 297.224 - - 1.030.402 
29 320602~014 Karangnunggal Kujang 6 70 .334 26 1.499 - - 931.833 
30 320603~001 Cikalong Cikalong 7 33 .178 454 .406 - - 1.187.584 
31 320603~002 Cikalong Kala,p agenep 733 .178 224.467 - - 957.645 
32 320603~003 Cikalong Cikancra 670.334 328.935 - - 999 .269 
33 320603~004 Cikalong Singkir 733.178 288.735 - - 1.02 1.913 
34 3206032 005 Cikalong Panyiaran 6 70.334 254.648 - - 924 .982 
35 320603~006 Cikalong Cibeber 733.178 383.729 - - 1.116.907 
36 3206032 007 Cikalong Cika,du 6 70 .334 214.471 - - 884 .805 
37 320603~008 Cikalong Mandalajaya 733.178 316.145 - - 1.049.323 
38 3206032009 Cikalong Cidadali 6 70.334 465.385 - - 1.135.719 
39 320603~01O Cikalong Cimanuk 6 70.334 292.832 - - 963.166 
40 3206032011 Cikalong Sindangjaya 733.178 435 .773 - 1.168.951 
41 320603~012 Cikalong Kubangsari 670.334 577.335 - - 1.247.669 
42 320603~013 Cikalong Tonjongsari 733 .178 270 .639 - - 1.003.817 
43 3206042001 Pancatengah Cibuniasih 670.334 350.5 18 - - 1.020.852 
44 3206042002 Pancatengah Pangliaran 6 70.334 496.9 14 - - 1.167 .248 I 

45 320604~003 Pancatengah Tonjong 6 70.334 355.292 - - 1.025.626 
46 320604~004 Pancatengah CibQnga s 6 70.334 28 1.248 - 255.750 1.207.332 
47 320604~005 Pancatengah Tawang 6 70.334 346.488 - - 1.016.822 
48 3206042006 Pancatengah Neglas ari 733.178 6 47 .438 - - 1.380.616 
49 320604~007 Pancatengah Cikawung 6 70.334 234 .796 - - 905.130 
50 320604~008 Pancatengah Jayamukti 6 70.334 358.870 - - 1.029.204 
51 320604~009 Pancatengah Margalu yu 6 70 .334 450.230 - 1.120.564 
52 320604~01O Pancatengah Mekars ari 6 70.334 266.586 - - 936.920 
53 320604~011 Pancatengah Pancawangi 6 70.334 417.869 - - 1.088.203 
54 320605;,,2001 Cikatomas Gunungsari 7 33 .178 425.088 - 1.158.266 
55 320605~002 Cikatomas Cilumba 6 70.334 239 .448 - - 909.782 
56 320605;,,2 003 Cikatomas Pak~mitan 733.178 187 .586 - 255.750 1.176.514 
57 320605~004 Cikatomas Cogreg 733.178 304.578 - - 1.037.756 
58 320605~005 Cikatomas Cay\jlr 733 .178 558.930 - - 1.292.108 
59 320605~006 Cikatomas Lengkongbarang 733 .178 558.930 - - 1.146.376 
60 320605~007 Cikatomas Sin4angasih 733 .178 624.569 - - 1.357.747 
61 3206052008 Cikatomas TanfjUngbarang 6 70 .334 464.196 - - 1.134.530 
62 3206052009 Cikatomas Linggalaksana 670.334 164.743 - - 835.077 

- - --- - -
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NOMOR KonE KECAMATAN DESA ALQKASIDASAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI TOTAL 2024 
f ORMULA AFIRMASI KINERJA 

63 320606~001 Cibalong Cisempur 670.334 247.848 - - 918.182 
64 320606~002 Cibalong Setiaw aras 733 .178 570 .245 - - 1.303.423 
65 320606~003 Cibalong Eu reunpalay 733.178 4 18.9 4 1 - - 1.152.119 
66 320606~004 Cibalong Cibalong 670.334 155.99 1 - - 826 .325 
67 320606~005 Cibalong Singajaya 733 .178 30 3 .604 - - 1.036.782 
68 320606~006 Cibalong Parting 670.334 398.251 - - 1.068 .585 
69 3206072001 Parungponteng Parungpon teng 733.178 229.264 - - 962.442 
70 320607~002 Parun~onteng Ci~ung 6 70.334 386.635 - - 1.056.969 
71 320607~003 Parungp6nteng Cibante1!g 6 70 .334 438.040 - - 1.108.374 
72 320607~004 Parungponteng Barumekar 733.178 581.777 - - 1.3 14.9 55 
73 3206072005 Parungponteng Cibungur 733.178 297 .9 53 - - 1.031.131 
74 320607~006 Parungponteng Burujuljaya 733.178 474.642 - - 1.207.820 
75 3206072007 Parungp6nteng Girikencana 6 70.334 227.200 - - 897.534 
76 320607~008 Parungp6nteng Karyabakti 6 70.334 323.185 - - 993.519 
77 320608~001 Bantarkalong Simpang 733 .178 275.073 - - 1.008.251 
78 320608~002 Bantarkalong Parakanhonje 6 70 .334 286 .902 - - 957.236 
79 3206082003 Bantarkalong Pamij ahan 733 .178 325.638 - - 1.058.816 
80 3206082 004 BantarkaJong Sukamaju 6 70.334 302 .735 - - 973.069 
81 320608~005 Bantarkalong W~nsari 6 70.334 404 .730 - - 1.075.064 
82 3206082006 Bantar kalong Hegarwangi 6 70.334 2 53 .250 - 255.750 1.179.334 
83 320608~007 Bantar kalong Wakap 6 70.334 387 .270 - - 1.057.604 
84 320608~008 BantarkaJ.ong Sirnagalih 6 70 .334 361.403 - - 1.031.737 
85 320609~001 Bojongasih Mer~ajaya 6 70 .334 181. 508 - - 851.842 
86 320609~002 Bojongasih Cikadongdong 6 70 .334 34 1.454 - - 1.011.788 
87 320609~003 Bojongasih Boj <mga sih 6 70.334 304.8 17 - 255.750 1.230.901 
88 320609~004 Bojongasih SinQangsari 6 70.334 341.678 - - 1.012.012 
89 320609~005 Bojonga~ih Girijaya 6 70.334 3 16.235 - - 986.569 
90 3206092 006 Bojongasih Tob1ongan 6 07.490 257.886 - - 865.376 
91 32061042001 Culamega Cikuya 733.178 566 .785 - - 1.299.963 
92 32061042002 Culamega Cintabodas 6 70 .334 474.913 - - 1.145.247 
93 32061O~003 Culamegl;!. Cipkung 733.178 765.991 - - 1.499.169 
94 32061042 004 Culamega Bojongsari 733 .178 566.102 - - 1.299.280 
95 32061042005 Culamega Mekarlaksana 6 70.334 362.025 - - 1.032.359 
96 3206112001 Bojonggambir BojQngkapol 733.178 479.739 - - 1.212.917 
97 320611~002 Bojonggambir Pedangkamulyan 607.490 204.146 - 811.636 
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NOMOR KODE KECAMATAN DESA ALOKASIDASAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI 
TOTAL 2024 

FORMULA AFIRMASI KINERJA 
98 3206 11iJ2003 Bojonggambir Bojonggambir 733.178 200.137 - - 933.3 15 
99 3206112004 Bojonggambir Ciroy om 733 .178 475.391 - - 1.208.569 
100 3206112005 Bojonggambir Wan,d as ari 670.334 307 .0 11 - 255.750 1.233.095 
101 320611~006 Bojonggambir C~pakasari 6 70 .334 6 18.444 - - 1.288.778 
102 3206112 007 Boionggambir Mangkonjaya 6 70 .334 2 52 .607 - - 922.941 
103 3 206112008 Bojonggambir Kertanegla 6 70.334 530 .534 - - 1.200.868 
104 32061 12009 Bojonggambir Purwarahatja 670 .334 264.84 1 - - 935.175 
105 32061 12010 Bojonggambir Girimukti 6 70 .334 4 11.277 - - 1.08 1.611 
106 3206122001 Sodonghilir Parumasan 733 .178 582. 133 - - 1.315.311 
107 3206122002 Sodonghilir Cukangkawung 796.022 1.162.075 - - 1.9 58.097 
108 3206122003 Sodonghilir Sodonghilir 733.178 692.6 77 - - 1.425.855 
109 3206122004 Sodonghilir Cikalong 733.178 1.168.363 - - 1.901.541 
110 3206122005 Sodonghilir Cipaingeun 670.334 234.928 - - 905.262 
111 3 206122006 Sodonghilir Leuwidu1ang 6 70 .334 448.470 - 255.750- 1.374.554 
112 3206122007 Sodonghilir Murtcang 733 .178 568.845 - 1.302.023 
113 3206122008 Sodonghilir Sepatnunggal 6 70.334 61 3 .908 - - 1.284.242 
114 3206122 009 Sodonghilir Cu kangjayaguna 6 70.334 497. 101 - - 1.167.435 
115 3206122 010 Sodonghilir Raksajaya 6 70.334 344.704 - - 1.015.038 
116 3206122011 Sodonghilir Pakalon gan 6 70.334 437.503 - - 1.107.837 
117 3206122012 Sodonghilir Sukabakti 6 70.334 40 5.728 - - 1.076.062 
118 3206132 001 Taraju Taraju 6 70.334 348 .050 - - 1.018.384 
119 3206132002 Taraju Cikubang 733 .178 857.394 - - 1.590.572 
120 3206132003 Taraju Deu deu1 6 70.334 393.255 - - 1.063.589 
121 3206132004 Taraju Purwarahayu 733.178 76 5.286 - - 1.498.464 
122 3206132005 Taraju Singasari 733.178 455 .896 - - 1. 189 .074 
123 3206132006 Taraju Banyuasih 6 70.334 6 29. 178 - - 1.299.512 
124 320613~007 Taraju Raksasari 670.334 373.268 - - 1.043.602 
125 3206132 008 Taraju Kertaraharja 733.1 78 80 5 .0 53 - - 1.538 .23 1 
126 320613~009 Taraiu Pageralam 607.490 44 1.253 - - 1.048.743 
127 3206142 001 Salawu Jahiang 733.178 7 09.501 - - 1.442.679 
128 3206142002 Salawu Ser$lg 670.334 463.723 - 1.134.057 
129 3206142003 Salawu Salawu 733 .178 337.470 - - 1.070.648 
130 3206142004 Salawu Neg1asari 733 .178 448.946 - - 1.182 .124 
131 3206142005 Salawu TanijUngsari 733.178 645.255 - - 1.378.433 
132 3206142006 Salawu Tenjowaringin 733.178 542.530 - - 1.275.708 
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NOMOR KODE KECAMATAN DESA ALOKASIDASAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI TOTAL 2024 
f ORMULA AFIRMASI KINERJA 

133 3206142007 Salawu Sundawenang 733.178 669.150 - - 1.402.328 
134 320614~W08 Salawu KaWLm gsari 670.334 581.000 - - 1.251.334 
135 320614~009 Salawu Suk~asa 733 .178 537.420 - 1.270.598 
136 3206142 010 Salawu Ku tawaringin 6 70.334 551. 5 19 - - 1.221.853 
137 320614~011 Salawu Karangmukti 7 33 .178 47 5 .635 - - 1.208.813 
138 3206142 012 Salawu Margalaksana 670.334 239.814 - - 9 10.148 
139 3206152 001 Puspahiang Maridalasari 733 .178 481.189 - 255.750 1.461.000 
140 320615~002 Puspahiang Sukasari 6 70.334 567.027 - - 1.237.361 
141 320615'2003 Puspahiapg Puspasari 7 33. 178 600.595 - - 1.333.773 
142 3206152 004 Puspahiang Puspahiang 7 33.178 425.000 - 255.750 1.4 13.928 
143 320615~005 Puspahiapg Luyubakti 6 70.334 237 .761 - - 908.095 
144 320615'2006 Puspahiang Pusparahayu 6 70.334 306.641 - - 976.975 
145 320615~007 Puspahiang Cimanggu 6 70.334 541.590 - - 1.211.924 
146 320615~008 Puspahiapg Puspaiaya 670.334 262.870 - - 933.204 
147 320616~001 Tanjungjaya Cikeusal 7 33.178 1.14 2 .536 - - 1.875.714 
148 320616~002 Tanjungjaya Cibalanarik 733 .178 524.78 5 - - 1.257.963 
149 320616'2003 Tanjungj~ya Su kanagara 733. 178 825.559 - - 1.558.737 
150 320616'2004 Tanjungjaya Tanjungjaya 7 33.178 423.097 - - 1.156.275 
151 320616'2005 Tanjungjaya Cilolohan 7 33.178 458.096 - - 1.191.274 . 
152 320616'2006 Tanjungjaya Cintajaya 6 70.334 39 4.767 - - 1.065.101 
153 320616'2007 Tanjungjaya Sukasenang 7 33.178 1.032 .309 - - 1.765.487 
154 320617~001 Sukaraja Sukapura 733 .178 242.662 - - 975.840 
155 320617'2002 Sukaraja Leu\!Vibudah 733.178 429.609 - - 1.162.787 
156 320617~003 Sukara,ia Sirnajaya 733 .178 704.205 - - 1.437.383 
157 320617~004 Sukaraja Mekarjaya 7 33.178 6 52.376 - - 1.385.554 
158 3206172 005 Sukaraja Linggaraja 7 33 .178 668.814 - - 1.401.992 
159 320617~006 Sukaraja J anggala 733.178 300.099 - - 1.033.277 
160 320617~007 Sukaraja, Margalaksana 733.178 336.311 - - 1.069.489 
161 320617~008 Sukaraja TarlJIlajaya 733.178 287 .285 - - 1.020.463 
162 320618~001 Salopa Man,dalahayu 733.178 5 14.798 - 255.750 1.503.726 
163 320618~002 Salopa Mulyasari 733.178 721.794 - - 1.454.972 
164 320618~003 Salopa Kawitan 733 .178 594.578 - - 1.327.756 
165 320618~004 Salopa Man,dalawangi 733 .178 618.829 - - 1.352.007 
166 320618~005 Salopa Karyawangi 7 33.178 612.310 - - 1.345.488 
167 320618~006 Salopa TaniiUng~crri ___ 733.178_ 721.684 - - 1.454.862 
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NOMOR KODE KECAl\ilATAN DESA ALOKASI DASAR ALOKASI ALOKASI ALOKASI 
TOTAL 2024 

FORMULA AFIRMASI KINERJA 
168 320618:2007 Salopa Mar1,dala~a 670.334- 530.758 - - 1.201.092 
169 320618:2008 Salopa Karyamandala 733.178 540.977 - - 1.274. 155 
170 3206182009 Salopa Banjarwaringin 733.178 579.74 1 - - 1.312.919 
171 320619:2001 J atiwaras Kap'Utihan 733 .178 6 44 .747 - - 1.377.925 
172 3206 192 002 Jatiwaras Setii3.wangi 733 .178 506.248 - - 1.239.426 
173 3206 192003 Jatiwaras Suk~erta 733. 178 637.165 - - 1.370 .343 
174 320619'2004 J atiwaras Neglasari 733 .178 376.228 - - 1.109.406 
175 3206 192005 Jatiwaras Jatiwaras 670.334 237 .080 - 255.750 1.163.164 
176 320619'2006 Jatiwaras Papayan 733.178 185.138 - 918.3 16 
177 3206 19:2007 Jatiwaras Ciwarak 733.178 784.581 - - 1.517.759 
178 320619'2008 Jatiwaras Kers~alih 670.334 4 16.042 - - 1.086.376 
179 3206 19'2009 Jatiwaras Mandalamekar 670.334 395.762 - 255.750 1.32 1.846 
180 3206 192010 J atiwaras Kertarahayu 6 70.334 355.086 - 255.750 1.281.170 
181 3206192 011 Jatiwaras Mandalahurip 607.490 285.712 - - 893 .202 
182 320620:2001 Cineam Cisarua 607.490 226.71 4 - - 834 .204 
183 320620'2002 Cineam Cikondang 670.334 301.793 - - 972.127 
184 3206202003 Cineam Ciiu1ang 670.334 230.833 - 901.16 7 
185 320620:2004 Cineam Ciarp.panan 6 70.334 241.052 - 255.750 1. 167. 136 
186 320620:2005 Cineam Cineam 670.334 199.298 - - 869.632 
187 3206202006 Cineam Rajadatu 6 70.334 272 .688 - 255.750 1.198.772 
188 320620:2007 Cineam Anco1 607.490 159.372 - 255.750 1.022.6 12 
189 320620:2008 Cineam N agi;tratengah 544.646 158 .133 - - 702 .779 
190 320620:2009 Cineam Pasirmukti 607.490 239.987 - - 847.477 
19 1 320620~01O Cineam Madia sari 6 70 .334 236.6 58 - - 906 .992 
192 320621:2001 KarangJaya Sirnajaya 670.334 2 18.96 7 - 255.750 1.145.051 
193 320621:2002 Karang J aya KarangJaya 670.334 183.22 1 - - 853 .555 
194 320621:2003 Karang Jaya Karanglayung 6 70.334 299.413 - - 969.747 
195 32062 1~004 KarangJaya Citalahab 607.49 0 16 7 .920 - 255.750 1.031. 160 
196 320622~00 1 Manonjaya Cihaur 670.334 374 .582 - - 1.044.916 
197 320622~002 Manonjaya CilaJ;lgkap 733 .178 49 5 .909 - - 1.229.087 

198 320622:2003 Manonjaya Pasirpanjang 733.178 262.571 - - 99 5.749 

199 3206222004 Manonjaya Cibeber 6 70.334 452. 174 - 255.750 1.378.258 

200 320622:2005 Manonjaya Kam,ulyan 733 .178 202.717 - - 935.895 
20 1 320622:2006 Manoniaya Man,oniaya 733.178 122.242 - - 855.420 
202 320622:2007 Manonjaya Margaluyu 733. 178 284.207 - - 1.017.385 



26 
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203 3206222008 Manonjaya Pasirbatang 733.178 265.329 - - 998.507 
204 320622~009 Manonjaya Kallinanggis 733.178 45 1.627 - - 1.184.805 
205 320622~20 10 Manonjaya Margahayu 670.334 260.869 - - 931.203 
206 320622~011 Manoniaya Ba~sumur 6 70 .334 3 10.79 1 - - 981.125 
207 320622~012 Manonjava Gunajaya 670.334 19 2.501 - - 862 .835 
208 3206232001 Gunung Tanjung Cinunjang 733 .178 487.172 - - 1.220.350 
209 3206232002 Gunung Tanjung Gunungtanjung 733.178 372.427 - - 1.105.605 
210 3206232003 Gunung Tanjung Bojongsari 670.334 647.086 - - 1.3 17.420 
211 3206232 004 Gunung Tanjung Jatiiiaya 670.334 380.479 - - 1.050.813 
212 3206232 005 Gunung Tanjung Tanjungsari 733.178 424.275 - - 1.157.453 
213 3206232006 Gunung Tanjung Giriwangi 670.334 387 .822 - - 1.058.156 
214 3206232007 Gunung Tanjung Malatisuka 670.334 395.544 - - 1.065.878 
215 3206242001 Singaparna Cikun ten 733.178 225 .664 - - 958.842 
216 3206242002 Singaparha Singaparn a 733.178 258.689 - - 991.867 
217 3206242003 Singaparna Cipakat 733. 178 264.886 - 255.750 1.253.814 

218 3206242004 Singaparna Cintaraja 796.022 331 .899 - - 1.127.921 

219 3206242 005 Singaparha Cikunir 796.022 360.042 - 255.750 1.411.814 
220 3206242006 Singaparha Cikadongdong 733.178 234.760 - 967.938 
221 3206242007 Singaparna Sukaasih 733.178 19 2.445 - 255.750 1.181.373 
222 3206242008 Singaparha Sukamulya 6 70.334 157.230 - 827.564 

223 3206242009 Singaparha Singasari 733.178 237.063 - 255.750 1.225.991 

224 3206242010 Singaparha Sukaherang 733 .178 191.774 - - 924.952 
225 3206252001 Man~eja Suka sukur 733.178 448.869 - - 1.182.047 
226 320625~002 Mangunreja Salebu 733 .178 4 40.846 - - 1.174.024 
227 3206252003 Mangunreja Mangunreja 733.178 435.402 - - 1.168.580 
228 3206252004 Mammnreja Margajaya 733.178 365.264 - 255.750 1.354.192 
229 3206252005 Mangunreja Pasirsalam 733.178 547.862 - 1.281.040 
230 320625~006 Mangunreja Suk~uyu 733. 178 558.261 - 255.750 1.547.189 
231 320626~001 Sukarame Sukarame 733 .178 400 .849 - 1.134.027 
232 320626~002 Sukarame Sukwnenak 733.178 368.982 - 255.750 1.357.910 
233 3206262003 Sukarame Sukakarsa 733.178 411.546 - 1.144.724 
234 3206262004 Sukarame Padasuka 670.334 390.304 - 255.750 1.316.388 
235 3206262005 Sukarame Suk~apih 733 .178 217.878 - 255.750 1.206.806 
236 320626~006 Sukarame Wargakerta 733.178 330.339 - 255.750 1.319.267 
237 3206272001 Cigalontang Kersamaju 670.334 497.679 - - 1.168.013 
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238 32062712002 Cigalontang Nangtang 670.334 598.920 - - 1.269 .2 54 
239 320627~003 Cigalontang Pusparaia 733.178 48 1.338 - - 1.214.516 
240 320627~004 Cigalontang J aya pura 670 .334 323.323 - - 993.6 57 
241 3206272 005 Cigalontang Lengkongjaya 733 .178 783. 169 - - 1.516 .347 ; 
242 320627~006 Cigalontang Nangerfu"lg 733 .1 78 49 1.823 - 255.750 1.480.75 1 
243 32062Ti2007 Cigalont ang Sulq unanah 733.178 399.233 - - 1.132 .411 
244 3206272 008 Cigalontang Sirnaraia 670.334 347 .873 - - 1.018.207 
245 3206272009 Cigalontang Cidugaleun 733.178 347.037 - - 1.080.2 15 
246 320627~01O Cigalontang Paren tas 607 .490 182.810 - - 790 .300 
247 3206272011 Cigalontang Puspamukti 670.334 318.472 - 255.750 1.244.556 
248 320627~012 Cigalontang Tenionagara 733.178 732 .9 55 - - 1.466 .133 
249 3206272 013 Cigalontang Ciga;lontang 670.334 215.830 - - 886 .164 
250 3206272014 Cigalontang Sirnagalih 733.178 435.131 - - 1. 168 .309 
2 5 1 3206272015 Cigalontang Tanjit.mgkarang 670 .334 487.255 - - 1.157 .589 
252 320627],2016 Cigalontang Sirnaputra 733.178 66 2 .6 57 - - 1.395.835 
253 320628~001 Leuwisari Ariasari 733 .178 4 13.697 - 255.750 1.402 .625 
254 3206282 002 Leuwisari Ciawang 733.178 460.452 - 255.750 1.449.380 
255 3206282 003 Leuwisari Cig~dog 6 70.334 287.642 - 255.750 1.2 13 .726 
256 320628~004 Leuwisari Linggawangi 733.178 373 .539 - 255.750 1.362 .467 
257 320628~005 Leuwisari Jayamukti 733.178 330.257 - - 1.063 .435 
258 320628~006 Leuwisari Mandalagiri 733 .178 452 .229 - - 1.185.407 
259 320628~007 Leuwisari Linggamulva 733.178 362.482 - - 1.095.660 
260 320629~001 Padakembang Cil~punghilir 733.178 256.640 - 989.818 
261 320629~002 Padakembang Rancapaku 796.022 39 7.252 - - 1. 193.274 
262 320629~003 Padakembang Mekarjaya 7 33.178 493.685 - - 1.226.863 
263 320629~004 Padakembang Cis aruni 733 .178 205.442 - 938.620 
264 320629~005 Padakem,bang Pa dakem bang 733.178 795.542 - - 1.528 .720 
265 320630~001 Sariwangi Sariwangi 670.334 12 1.950 - 255.750 1.048 .034 
266 320630~002 Sariwangi Suk~arja 733.178 327 .832 - - 1.06 1.010 
267 320630~003 Sariwangi Jayaratu 670.334 2 18.350 - 255.750 1.144.434 
268 32063012004 Sariwangi Linggasirna 733. 178 366.797 - 255.750 1.355.725 
269 320630~005 Sariwangi Sirnasari 733 .178 473.499 - 255.750 1.462 .427 
270 3206302006 Sariwangi Suk;unulih 670 .334 250.511 - - 9 20.845 
271 320630~007 Sariwangi Se1awan!!i 6 70 .334 152.260 - - 822.594 
272 320630~008 Sariwangi Jayaputra 670.334 236.772 - - 9Q7.106 
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273 3206312001 Sukarahl Linggajati 733.178 310.020 - - 1.043.198 
274 320631 ~W02 Sukarahl Tawangbanteng 733.178 359.751 - - 1.092.929 
275 320631:;2003 Sukarahl Sin~ar 733.178 347 .296 - - 1.080.474 
276 3206312004 Sukarahl Gunungs ari 796.022 578.470 - - 1.374.492 
277 320631:;2005 Sukarahl Sukamahi 733 .178 355.055 - 255.750 1.343.983 
278 3206312006 Sukarahl SukagaIih 733.178 314.864 - - 1.048.042 
279 32063f2007 Sukarahl Sukwatu 733.178 455.667 - - 1.188.845 
280 3206312008 Sukarahl Indrajaya 733.178 517.370 - - 1.250.548 
281 320632~001 Cisayong Cisa,yong 733.178 216.867 - 950.045 
282 3206322002 Cisayong SukcYadi 733.178 341.386 - - 1.074.564 
283 320632:;2003 Cisayong Sukasukur 733.178 394.84 1 - 255.750 1.383.769 
284 3206322004 Cisayong Sukamukti 670.334 199.887 - 870.221 
285 3206322005 Cisayong Nusawangi 733.178 36 1.426 - - 1.094.604 
286 3206322006 Cisayong Cikadu 607.490 202.350 - - 809.840 
287 320632:;2007 Cisayong CiletIleus 670 .334 291.106 - 961.440 
288 3206322008 Cisayong Jatihurip 670.334 118.589 788.923 
289 3206322009 Cisayong Sukasetia 733. 178 304. 186 - 1.037.364 
290 3206322010 Cisayong Purwasari 670.334 282.143 - - 952.477 
291 3206322011 Cisayong Sukaraharja 6 70.334 338.322 - 1.008.656 
292 3206322012 Cisayong Mekarwangi 733.178 293.690 - - 1.026.868 
293 3206322013 Cisayong Santanamekar 670.334 38 5.982 - - 1.056.316 
294 3206332001 Sukahening Ban,'yurasa 733.178 573 .184 - - 1.306.362 
295 3206332002 Sukahening CaJ.4lcing 670.334 290.696 - - 961.030 
296 3206332003 Sukahening Sukahening 733 .178 4 05.852 - - 1.139.030 
297 3206332004 Sukahening Kiarajangkung 6 70.334 240.33 5 - - 910.669 
298 3206332005 Sukahening Kudadepa 670.334 288.601 - 958.935 
299 3206332006 Sukahe$g Ban,yuresmi 670.334 248.879 - - 919.213 
300 3206332007 Sukahening Surrdakerta 670.334 33 5.459 - 1.005.793 
301 3206342001 Rajapolah Daw~oung 733.178 3 18 .966 - 255.750 1.307.894 
302 3206342002 Rajapolah Raja,polah 733.178 172.281 - - 905.459 
303 3206342003 Rajapolah MariP"QUnP"iaya 796.022 327.004 - - 1.123.026 
304 3206342004 Rajapolah MarlQ"fYUngsari 733.178 251.810 - - 984.988 
305 3206342005 Rajapolah Sukaraja 733 .178 388.634 - - 1.121.812 
306 3206342006 Rajapolah Raj~anda1a 670.334 415.196 - 255.750 1.341.280 
307 3206342007 Raj apola1"l SukanagaIih 670.334 262.020 - - 932.354 
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308 3206342008 Rajapolah TanjiUngpura 670.334 165.669 - - 836 .003 

309 3206352001 Jamanis Con d ong 670.334 3 11.9 58 - - 982.292 

310 3206352002 Jamanis Bojon ggaok 670.334 19 1.874 - - 862 .208 
311 32063520 03 Jamanis Sincl,c:u.~.l aja 733.178 185 .997 - - 9 19 .175 
312 32063520 04 Jamanis Karangmulya 733.178 426.007 - - 1.159.185 
313 32063520 05 Jamanis Geresik 733.178 210.364 - - 943 .542 
314 3206352006 Jamanis Karangsembung 670.334 234.985 - - 905 .319 
315 32063520 07 Jamanis TaniiUDgmekar 670.334 145.216 -

, 81 5.550 
316 3206352008 Jamanis Karangresik 733.178 316.753 - - 1.049.931 
317 3206362001 Ciawi Gombong 733.178 385.678 - 255.750 1.374.606 
318 3206362002 Ciawi Buge1 733.178 622.008 - - 1.355.186 
319 3206362003 Ciawi Margasari 733.178 389 .833 - 1.123.011 
320 3206362004 Ciawi Pakemitan 733.178 187 .623 - 255.750 1.176.551 
321 3206362005 Ciawi Cia wi 6 70.334 198.941 - 255.750 1.125 .025 
322 3206362006 Ciawi Sukamantri 733.178 257 .054 - 255.750 1.245.982 
323 3206362007 Ciawi Pasirhuni 733.178 403 .477 - 255.750 1.392.405 
324 32063620 08 Ciawi Citamba 733 .178 579.144 - - 1.312.322 
325 3206362009 Ciawi Kertamukti 733 .178 328. 135 - 255.750 1.317.063 
326 3206362010 Ciawi Kurniabakti 733.178 279.466 - - 1.012.644 I 

327 3206362{) 11 Ciawi Pakamitankidul 733.178 334.638 - 255.750 1.323.566 
328 3206372001 Kadipatelil KacUpaten 733.178 268 .826 - - 1.002.004 
329 3206372002 Kadipateh Dirgahayu 733 .178 495 .765 - - 1.228.943 
330 3206372003 Kadipatelil Cibahayu 733.178 547.833 - - 1.281.011 
331 3206372004 Kadipateh Mekarsari 733 .178 54 1.415 - - 1.274.593 
332 3206372005 Kadi~atelil Buniasi1~ 733.178 598.292 - - 1.33 1.470 
333 3206372{)06 Kadipateh Pamoyanan 733.178 271.467 - 255.750 1.260.395 
334 3206382001 Pagerage'ung Cip~cing 733.178 409 .559 - - 1.142.737 
335 3206382{)02 Pagerage'ung Pagerageung 733.178 2 25.356 - - 958.534 
336 3206382{)03 Pagerage'ung Suk:amaju 733 .178 300.219 - - 1.033.397 
337 3206382004 Pagerage'ung TanlJUngker ta 733.178 161.216 - - 894.394 
338 3206382005 Pagerage'ung Puteran 733.178 254.089 - - 987.267 
339 3206382006 Pagerage~g Gur~teng 733.178 454.879 - - 1.188.057 
340 3206382007 Pagerage'ung Nanggewer 733.178 363.515 - - 1.096.693 
341 3206382008 Pagerage'ung Sukapada 733 .178 551.019 - - 1.284.197 
342 3206382009 Pagerage'ung Pager sari 733.178 282.752 - 255.750 - 1.271.680 
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343 3206382010 Pagerageung Sukadana 670.334 277.027 - - 947.361 
344 3206392001 Sukaresik Cipondok 733.178 282 .962 - - 1.016.140 
345 3206392002 Sukaresik Sukamenak 733 .178 346.345 - - 1.079.523 
346 3206392003 Sukaresik Sukaratu 733. 178 346.158 - - 1.079.336 
347 3206392004 Sukaresik Banjarsari 670.334 324.326 - - 994.660 i 

348 3206392005 Sukaresik Tanjungsari 733.178 423.222 - - 1.156.400 . 
349 3206392006 Sukaresik Sukapancar 670.334 259.366 - - 929.700 
350 3206392007 Sukaresik Sukaresik 670 .334 399.393 - - 1.069.727 
351 3206392008 Sukaresik Margamulya 733.178 306.406 - - 1.039.584 

Jumlah 247.541.814 136.443.505 - 13.554.750 397.540.069 
- - ----

SIKMALAYA. 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
07 TAHUH 2024 
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

A. LATAR BELAKANG 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 ten tang Desa, memandatkan 
bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerin tahan 
dan kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahu n 2023 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa p nggunaan 
Dana esa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan 
pem erdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut 
diser tai denga!1 petutljuk operasional yang diletapkan dengan pentturan 
menteri menye1enggarakan uru san pemerintahan di bidang Desa, 
pem angunan da rah tertinggal, dan transmigrasi set 1ah berkoordinasi 
dengan kementerian yang menye1e ggarakan urusan pemerintahan d i bidang 
perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. 
Sehu u ngan dengan hal tersebut , peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan 
yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa . Rincian 
Priorita Penggu naan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang 
menga t1 r mengenai Ke\venangan Desa Berdasarka..'1. Hak Asal-Usul da..'1. 
Kewenangan Lokal Berskala Desa. Petu njuk operasional ini memberikan 
pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap 
memiliki ru ang u n tuk menyusun program/ kegiatan Desa sesuai dengan 
kewenangannya , partisipasi aktif ma syarakat Desa dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati 
bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah 
Desa yallg diselenggarakful oIeh BPD. Pembahasan dan kesepakatful dalam. 
musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran 
pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil 
musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan 
br..rba.gaikebjj.akfl.n. Desa.,. term.asuk kebijakan pembangunan. Desa- Pe):}Q~u.naan 
Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menangguiangi kemiskinan. 
Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat 
penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara 
efektif, efisien, serta akuntabel. 

B. TUJUAN 

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah 
penggunaan dana desayang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan 
pemberdayaan Masyarakat. 
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c. PRINSIP 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dida sarkan pada prinsip: 
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat 

manusia; 
z. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
3 , Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap 

keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan 
sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal; 

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari 
untuk k eberlanjutan keh idu pan m an u sia ; 

5. Kebijakan stra tegis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana 
tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dengan tetap 
memperhatikan kevYvenfu~gan Desa; dan 

6 . Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang 
sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual , tanpa dipengaruhi 
pendapat a tau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau 
im aj inasi. 

D. S Gs 

SDGs Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa yang 
selanju tnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan 
pembangu nan Desa adalah men in gka tkan kesejahteraan masyarakat Desa 
Penin gkatan kualitas h idup manu sia serta penanggulangan kemiskinan 
metalu i pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran a dan prasarana 
Desa , pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang d imak u d dengan 
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenu han kebu t han saat 
ini dilakukan tanpa m engorbankan pemenuhan kebutuhan genera si Desa di 
masa depan. 

Untuk mengoperasionalkan tuj uan pem ba ngunan Desa yang 
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa , maka penggunaan Dana Desa 
diprior ita skan untuk mewuju dkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan 
h",l-:.c\ t "J· ll-:.t"I QTlGc Tl", c -:. "' '''h-:. g -:.i h ",r i lTllt· 
UVJ.C,...l.UJ \A. '-A. u....a.. .... ~.L/ U .J..-'v U t,A. U '-" U (.A <.A...L u v..l. .1..l'lro.\.A l... 

1. Desa tanpa kemiskinan dan kela paran 
SDGs D sa 1 Desa tanpa kemiskinan; dan 
SDGs Desa 2 Desa tanpa kela paran. 

2. Desa ekon omi tumbuh merata 
SDGs Desa 8 Pertu mbuhan ekonomi Desa merata; 
SDGs Desa 9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 
SDGs Desa 10 Desa tanpa k esenjangan; dan 
SDGs Desa 12 Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 

3. Desa ped uli kesehatan 
SDGs Desa 3 Desa sehat dan sejahtera; 
SDGs DesB-6 DesB-1Byak Bir hersib.-dan sf.ulit-asi; dan 
SDGs Desa 11 Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. 

4. Desa peduli lingkungan 
SDGs Desa 7 Desa berenergi bersih dan terbarukan; 
SDGs Desa 13 Desa tanggap peru bahan iklim; 
SDGs Desa 14 Desa peduli lingkungan laut; dan 
SDGs Desa 15 Desa peduli lingkungan darat. 
Des a peduli: pendidikaIl 
SDGs Desa 4 Pendidikan Desa berkualitas. 
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6. Desa rarnah perempuari 
SDGs Desa 5 Keterlibatan perempuan Desa. 

7. Desa berjejaring 
SDGs Desa 17 Kemitraan untuk pembangunan Desa. 

R - Desa t8.nggap budaya 
SDGs Desa 16 Desa damai berkeadilan; dan 
SDGs Desa 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 
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01"\011 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan 
1. Pemenuhan kebutuhan dasar: 

a. Pencegahan dan penurunan Stunting di Desa 
Tindakan promotif d an p r even tif untuk pen cegahan dan 
penurunan Stunting melalui: 
1) Pem berian makanan tam bahan yang beragam, bergizi, 

seimbang, dan aman dan berbasis po ensi sumber daya 
loka l b agi anak u sia di b a wah 5 (lima ) t ahun dan ibu 
ham i1; 

2) Pen yed iaan p emeliharaan, dan pengembanga n saran a 
______ ,.....«"",_,..... .... I""a ,.......:_ ~..: ........ " rI,.....1'""\ C"\,..... ...... .:+,.....C"\ .; ,...,."VV't,..... ......... 
p.L Cl.~Cl..L Cl..L.LCl. Cl..L.L .L.L.L.L.L.L m UCl..L.L ~Cl..L.L.L 1.Cl.~.L Cl..L.L.LCl..L.L , 

3) Pengadaan media k omunikasi, informasi, dan ed kasi 
(KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu d a n a nak 
serta isu anak lain, k eluarga berencana dan k e s ehatan 
reproduksi di Desa; 

4) Pengadaan perala t a n kesehatan dasar (tim b angan 
bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan d a sar lain) 
dan alat p eraga k eseha tan untuk pas p e layanan 
te padu; 

5) Pendayagunaan laha n pekarangan keluarga d a n tanah 
kas Desa untuk pembangunan kandang , k ola m dan 
kebun dalam ra.ngka. penyediaan makanan y a n g seh at 
dan bergizi b agi kelu arga sasaran stunting; 

6) Kon solida s i data layanan d an data keluarga s asaran 
s tunting; 

7) Pemberia n insentif u ntuk kader pembangunan m anusia, 
k ader pos pelayana n terpa du, p e ndidik p ada p e n didikan 
anak usia din i yang dimiliki Desa , dan k ader k e sehatan 
lainnya y a n g menjadi ke~'Venangan Desa; dan 

8) Kegiatan p e ncegahan dan p enurun a n s tun ting lainny a 
s e suai d enga n kewenanga n D e s a d a n diputusk an dalam 
Musyawa rah Desa. 

b. Pe r luasan akses layanan kesehat a n s esuai k ewenangan 
Desa: 
1) Penanggu langan p e n y akit menular d a n penyakit tidak 

m enu lar: 
a) Pemberian bantuan mak anan tambahan bagi pasien 

peny a kit m e nular; 
b) Penyediaan a ir b ersih berskala Desa (mata air, 

tandon air b ers ih atau penam pung air hujan 
bersama, sumur bor); 

c) Pipanisasi untuk mendukung distrib usi air bersih ke 
rumah penduduk 

d) Pembangunan, p e m eliharaan sanitasi lingkungan; 
e) Pern ba.."tJ.guna..."t"). , p e ngern b3..L..,.ga...~ da..."YJ. pernelihara3J.""1. 

fasilitas mandi, c uci, kakus (MCK) Desa; 
f) Pengadaan m edia komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan 
(BABS); dan 

g) Kegiatan penanggulangan p enyakit menular dan 
peny akit tidak menular lainnya yang sesuai dengan 
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kewenangan Desa dan dipuluskan dalarn 
Musyawarah Desa. 

2) Pencegahan dan pember antasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: 
a) K-O-munikas!, informasi, dan edukasi (KIF.) 

pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada 
seluruh unsur masyarakat Desa; 

b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa 
dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang 
penyalahgunaan narkoba; dan 

c) Kegiatan pencegahan dan p emberantasan 
p-enyalahgunaan dan peredaran gelap-n a rkotika dan 
p rekursor n arkotik a lainnya yang s e sua i dengan 
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang 
diputuskan d alam musyawarah Desa. 

3) Penge m bangan pelayanan kesehatan s e suai 
k ewenangan Desa : 
a ) Pengadaan p embangunan, pengembanga n , dan 

pemeliharaan prasarana pondok bersalin D e s a, pos 
kesehatan Desa, pos pelayanan terpa du, dan pos 
pembin aan terpadu; 

b) Bantu an opera sional untuk akses layanan dokter, 
perawat, bid a n , d an tenaga kesehatan lain n ya bagi 
Desayang belu m memiliki akses la y a nan k e s ehatan; 
dan 

c) Kegiatan pengembangan pelayanan k esehatan 
lainnya yang s e s uai dengan kewenangan Desa dan 
diputus k a n dala m IVlusyaw a r a h De~a. 

d) Pengua tan ket a h anan pangan n abati dan hewani, 
beru p a: 

4) Pengembangan u saha pertanian, p e r k ebunan, 
perb-u-t.anau~- pet-eJ"nakan dan! atau perikanan: 
a) Penga daa n bib it a tau b enih; 
b) Pemanfaatan lahan m ilik w arga Desa u n tuk kebun 

bibitata u b e n ih; 
c) Penye d iaan p akan u ntuk p e ternakan dan/ atau 

p e rikan a n; 
d) Pengemb angan pakan ter n a k alternatif; 
e) Pengemban gan sentra pertanian, perkebunan, 

perhu tanan , petern akan , d a n / atau perikanan 
terpadu; 

~ Pengolahan p upu k organik dan pengolahan hasil 
peternakan; 

g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik 
warga dan/ atau Desa yang belum dikelola dengan 
baik olen masyarakat iJesa; 

h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan 
irigasi; 

i) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan 
j alan usaha tani; 

j) Pembangunan kolam ikan; 
k) Pembenihan ikan air tawar 
1) Pembangunan kandang komunal; 
m) Pembangunan bend ungan berskala kecil; 
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n) Peillbangunan atau perbaikan eillbung; 
0) Pengadaan kapal penangkap ikan; 
p) Pengadaan tambak garam; 
q) Mesin pakan ternak; 
r) Mesin penetas telur;-
s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, 

j aring, pancing, dan perangka; 
t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti 

lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran 
ikan; 

u) Pengadaan alat produksi pertanian , perkebunan, 
perhutanan, peternakan dan/ atau p-erikanan; dan 

v) Pe n gembangan usaha per t a nian, p erkebunan, 
perh u tanan, peternakan danl a tau p erikanan 
lainnya sesua i kewenangan desa dan d iputu skan 
d alam Musyaw arah Desa. 

5) Pembangunan dan p engelolaan lumbung pangan D esa: 
a) Pembangunan lumbung pangan Desa; 
b) Pembangunan dan pemeliharaan infra s truktur 

pendukung lum bung pangan desa s eperti akses 
jalan, tembok penahan tanah, j8..ringan air; d an 

c) Pembangunan prasarana pem a saran produk 
pangan. 

6) Pengolahan pasca p anen berupa pengada a n alat 
t eknologi tepat guna pengolahan pasca panen . 

7) Pengembangan p ertanian k eluarga , pekarangan 
pan gan les tari, hidroponik, a tau biop onik. 

8) Pengemb a ngan usaha/unit usaha baAar u s a h a milik 
Desa/bad a n usaha m ilik Desa b ersama yang b er gerak di 
b idang p angan nabati d a n l atau h ew ani melalui 
penyertaan m odal. 

9) Penguatan ketah a n an pangan lainnya yan g sesuai 
d en ga n k ewenanga n Desa dan diput u ska n dalam 
Musyawar ah Desa. 

c. Penurunan b e b an p engelu aran masyara kat mis k in, berupa: 
1) Pemberian bantua n langsung tuna i; 
2) Penyed iaan lapan ga n p ekerjaa n t e r mas uk melalui 

Pad at Karya Tunai Desa; atau 
3} B-a ntuan so-s-ial la innyTa, b·agi rnasyarakat :m:is-kin, lanj·ut 

usia, dan p e n yandang d isabilitas yang belum 
mendapatkan b antuan s osial d ari Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daera h , b erupa makanan pokok dan 
makanan bergizi, vitam in, pakaian layak, dan alat bantu 
penyandang disabilitas. 

2. Pembangunan saran a dan prasarana Desa. 
a. Pem-bangunan sarana dan prasarana pendataan -rJesa. 

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 
perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 
1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan 

Desa; 
2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
3) Pendataan pada tingkat keluarga; 
4) Pendataan warga pekerja migran; 
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5) Penlutakhiran data Desa tennasuk data ketniskinan; 
6) Pendataan kesenian dan budaya lakal termasuk 

kelembagaan adat; 
7) Pengadaan prasarana dan sarana teknalogi informasi 

dan komunikasi untuk menunJang perbJ;'likan dan 
konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 
perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan meliputi: 
a) Tawer untuk jaringan internet; 
b) Komputer; 
c) S martphone; dan 
d ) Langganan internet. 

8) Pem bangunan sarana dan p rasa r a na pen data an Desa 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam r a n gka 
pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, mela lui: 
1) Bantuan pembangu nan, p erbaikan, atau reh a b ilitasi 

rumah layak huni dan sehat u ntuk warga m iskin. 
Bantuan sebagaim ana dimaksud dala m b entuk 
m a +erl·.nl l"h .n "ha ...... "h.n ...... ,.."n.n...... l"h"lr.nn u n +u1r 'up.n "h +"" ...... .n,...n 
.1..1. L CJ..J./ U Q..I. .1. .1..1. UQ..I..I.5 U .l.Q..I..I. \ u un.Q..I. L n. Q..I..I. Lv.l..l.Q.5Q. 

kerj a). Pembangun a n, p erbaikan, a tau r e h a bilitasi 
dikerjakan s eeara gotang r ayong. Pemilih a n p enerirna 
bant u an rumah layak huni d an sehat u n t u k warga 
miskin ditentukan d e n gan kriteria: 
a ) Bertempat t ingga l di wilayah Desa; 
b) Diputu skan m elalui Musya warah Desa; 
c) Diteta pka11. l1.1.elalui Keputu sa11. Ke p a la De s a ; 
dl Diberik a n bantuan m a k s imal RplO.OOO.OOO,OO 

(sep u luh juta r u piah) dalarn bentuk material/bahan 
bangunan;dan 

e) P j-u t a UJa"kaJJ- lLTJ-tu k yang st:l1.n ting ata 1.1 re:tJ t atl- sakit 
m enahun /kronis seperti tuberk ula sis d a n penyakit 
menular lainn ya. 

2) Me m inimalkan wila y a h kantong k e miskin a n dengan 
m endekatkan aks es laya n an d a s ar yang 
sesuai k ewenangan Des a a n tara lain 
mernbangun/ mengembangkan pas p elayanan terpadu, 
.po-s ke sehatan desa , pe n did ikan anak usia dini jrang 
dimiliki Desa, m e n ingkatkan kanektivitas an tar wilayah 
Desa antara lain memba ngun jalan Desa, dan jembatan 
sesuai kewenan gan Desa ; 

3) Peningkatan pend a patan an tara lain pemberdayaan 
usaha rnikro keeil dan menengah, pengembangan 
ekanami lakal, dan penyediaan akses pekerjaan; 

4} Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, 
gorang-gorong, selakan, parit, box/ slab culvert; 

5) Pembangunan sarana dan prasarana daJam rangka 
pengentasan kemiskinan dan kawasan kurnuh lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
rnusyawarah Desa. 

c. pernbangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik 
alternatif di Desa bagi desa yang belurn dialiri listrik, berupa: 
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Pembangkit listrik tenaga biodiesel; 
Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya); 
Pembangkit listrik tenaga angin; 
Kincir air;-
Insta1asi biogas; 
Jaringan distribusi tenaga listrik; 

1) 
2) 
3) 
4) 
5.) 
6) 
7) 
8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi 

penerangan lingkungan pemukiman; dan 
9) Kegiatan 1ainnya untuk pembangunan sarana dan 

prasarana pengembangan istrik alterna t if di Desa yang 
s esuai dengan k ewenangan Desa dan dip utu skan dalam 
Musyawarah D e sa. 

d . Pembangunan saran a dan prasarana transporta si rnelalui 
pengadaan, pengemb a n gan dan pemeliharaan s aran a 
prasara na transportasi , antara lain: 
1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepu1aua n dan 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

kawasan daerah a lir a n sungai;tambatan perahu ; 
Dermaga apung; 
Tambat apung (buoy); 
J alan pcrm u kiman; 
J alan poros Desa; 
Rabat eton/ penger asan ja1an desa; 
Jembatan desa; 
Gorong-gorong; dan 
Sarana p rasarana transportasi 1ainnya yang 
den gan k ewenangan Desa dan d iputuskan 
11.1.u syawar ah Desa. 

e. Pembangunan s aran a dan pras arana inform a si 
komu nikasi me1a1ui pengadaa n , pem anfaatan 
pemeliharaan s arana dan pra s arana informa si 
kom unikasi , a ntara lain: 
1) Jaringan inter n et u n tuk w arga Desa ; 
2) We b site Desa; 
3) Perala tan p engeras s u ara (lou d speak e r); 
4) Radio S ingle Side Band (SSB); 
5) Ra dio k omunitas; 

sesuai 
dalam 

dan 
dan 
dan 

6) Penye1enggaraan informasi pub1ik Desa seperti 
pem bua tan p oster/ b aliho in formasi penetapan/ iaporan 
pertanggungj awaban APB D e sa u ntuk warga; dan 

7) San:jna p ra sarana infor masi d an komunikasi 1ainnya 
yang sesuai denga n k ew enangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka 
peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat 
Desa: 
1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

atau prasarana perpustakaan desa/talllan bacaan 
masyarakat/sanggar be1ajar, termasuk pengadaan buku 
dan bahan bacaan 1ainny a; 

2) Pem.bangunan, pengem.bangan dan pem.eliharaan 
sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang 
dim.iliki Desa, termasuk buku, peralatan be1ajar, alat 
peraga edukatif dan wah an a perrnainan; 



39 

3) Pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan 
sarana atau prasarana taman belajar keagamaan; 

4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat 
atau budaya seper ti taman seni, gale ri ata1.J~ ffiusellffi 
desa, eagar budaya, situs bersejarah milik desa, 
peralatan kesenian dankebudayaan, gedung sanggar 
senil ruang ekonomi kreatif; 

5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
balai pe a tiha nl k e gia tan belajar masyarakat; 

6) Bantuan insentif pengajar pendidikan a nak usia dini 
yYang dilTIiliki De-sal taman kana k -kanakl taman 
b elaj ar keagamaan, taman b elajar ana k, d an pusat 
kegiatan belaj ar masyarakat; 

7) Peningkatan k ualitas sumber daya manus ia w arga 
d e s a lainnya y a ng sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

g. Pembangunan saran a dan prasarana dalam rangka 
peningkatan keterlib atan masyarakat seeara m e n yeiuruh 
dalam pembangunan d an pemberdayaan masyara k a t Desa 
melalui: 
1) Pendata an pend u duk rentan sep erti anak dengan 

kebutuhan khus us, penyandang disabilita s, kepala 
rumah tangga per e m puan , dan pendud u k rentan 
lain sebagai d asar pelaksanaan program atau 
k e giatan pemb angu nan Desa dan pem ber dayaan 
m asyara kat Desa yang bersifat afir matif; 

2) Pernban gunan, p e ngernbangan dan pe m.eliharaan 
fasilita s r amah p e n yanda ng d isabilit a s; 

3) Bantu an operasio nal p enyelenggara a n m u yawarah 
kelomp ok war ga m iskin, w a rga penyandang 
dis abilitas, p eremp u a n , d an ana k ; 

4) Pemben tukan d an pen ge m bangan foru m a n ak Desa 
seb aga i pus at k emasyar aka tan d an wadah p artisipasi 
b a gi a n a k di D e s a; d a n 

5) Kegiat a n p eningkata n k e ter lib atan masya rakat seeara 
m e n yeluru h lainnya sesu ai den gan kewen angan Desa 
d an d iputuskan dala m Mu syawarah Desa. 

h- Pem bangunan SaraJlf.L da.n prasarana dalam.. ran gka 
mitigas i dan penanganan b encan a ala m dan nonalam 
1) Mitigas i dan penangana n bencana alam: 

a) Pengada an, pemban gunan, pengembangan dan 
pemeliharaan saran a prasarana pencegahan 
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa 
lainnya: 

PeTIlbuatan terasering; 
Pembangunan talud; 
Rehabilitasi kawasan mangrove; 
Penanaman bakau; 
Reboisasi; 
Rehabilitasi lahan gambut; dan 
Sarana prasarana peneegahan beneana alam 
dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan 
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dipuluskan dalarn rnusyawarah Desa 
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan 
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa 
lainnya: 
1) Pembuatan peta potensi rawan bencana di 

Desa; 
2) Alat pemadam api ringan di Desa; 
3) Pertolongan pertama pada kecelakaan un tuk 

bencana; 
4) Pernbangunan j alan evakuasi; 
5) Penye-diaan p-enunjuk jalur evak u asi, rambu, 

dan pap an infor masi keb e n canaan; 
6) Kegiatan tanggap darurat bencana ala m; 
7) Pengadaan j p enyelenggaraan pos 

k esiapsiagaan bencana skala lokal desa; 
8) Penyediaan tempat pengungsian; 
9) Pembersiha n lingkungan perumahan ya n g 

terkena bencana alam; 
10) Rehabilitasi dan rekonstruksi lin gk ungan 

per umahan yang terkena bencana alam ; 
11) Pemasangan si-rine peringatan dini teknologi 

sederhana; 
12) Penyediaa n kebutuhan d asar s eper ti tenda, 

per makanan, perala ta n dan per len gkapan 
darurat paling la mbat lx24j am bagi m a syarakat 
p a da saat terjadi bencana; 

13) Pengadaan peralatan p enanggulangan b encana 
a nta ra lain pera lata n ke s e lamatan , tenda 
d arurat, per ahu k aret, dan p eralatan b encana 
lain; dan 

14) S arana prasarana u n tuk mitiga si dan 
penanggula n gan b encana yang lainn y a sesuai 
denga n k ew enangan. 

c) Per u bahan iklim atau bencana yang diakiba tkan 
p eru b a han cuaca ekstrem: 
1) Pembangun a n sumur b orjsu m ur pompa dan 

pengelolaan lahan gam but p ada wilayah yang 
rawan k ebakaran h utan; 

2) Pembuatan penampungj pemanen/ peresapan 
a ir huja n untuk men ingkatkan cadangan air 
permuk aanj tana h; 

3) Pembuata n k ebun holtikultura Bersama; 
4) Pembuatan talud dan bangunan pelindung 

abrasi pantai; 
5) Fembuatan talud dan bangunan peiindung 

abrasi pantai. 
2) Mitigasi dan penanganan hencana nonalalll:hencana 

nonalalll yang muncul akibat epidemik, wabah, atau 
virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan 
masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah 
dengue, kolera, d isentri atau penyakit menular lainnya 
yang sudah menjadi epidemik seperti: 
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a) :lvlenyediakan k ebuLuhan logisLik warga rniskin 
terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri 
seperti malaria, demam berdarah dengue, ko1era, 
disentri atau penyakit menu1ar 1ainnya yang sudah 
tne.ni.:::ln i e.nide.tnik:. 
--~- --..J.- - -- .- r - -- - ------:1 

b) Me1akukan penyemprotan disinfektan berskala lokal 
Desa untuk pencegahan danj atau pengasapan 
(fogging) untuk pencegahan malaria serta demam 
berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang 
sudah menjadi epidemik; 

c) Bencana nonalam yang muncul t e rhadap hewan 
dan ternak sep-erti: penyakit menu lar mulut dan 
k u ku, ant raks s eperti: pendata an hewa n d a n ternak 
rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan 
kuku, antraks dan dukungan pember s ihan 
k and ang terna k; 

d) Bencana nOnalalTI yang muncul terhadap t a n a man 
produksi rakyat seperti hama wereng , hama 
belalang; 

e) Bencana nonala m yang muncul k aren a gagal 
teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal 
penge boran; 

f) Penyediaan media Komunikasi, Inform a s i, dan 
E dukasi (KIE) ter kait dengan penangan an b encana 
nonalam, sep ert i nomor telepon rum a h saki t 
rujukan, nomor telepon ambulance; d a n 

g) Mitigasi dan penanganan bencan a nonalam lainnya 
sesuai dengan k ewenanga n Desa dan dip u tuskan 
mela lui musyaw arah Desa. 

3. Pengem bangan p otensi ekonomi lokal: 
a. Pendiria n, pengemba ngan, dan peningkatan kapasitas 

pengel-olaan ba d an u s aha ITl ilik Desai bada n u s a ha rnilil-c 
Des a bersa m a, m enca kup: 
1) p endiria n badan u saha m ilik Desa dan j ata u badan 

usaha milik Desa b ersama; 
2) Pen yertaan modal badan u saha milik D esa danj atau 

badan usah a milik Desa bers a ma; d a n 
3) Pengembangan usaha danj atau u nit usaha badan 

u sah a m ilik D e sa danjatau bad an u saha milik Desa 
bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengemb anga n produ k u n ggu1an Desa danl atau 
produk unggu 1an k awa san perdesaan, antara lain: 
a) Pengelolaan h utan desa; 
b) Pengelolaan usaha hutan sosial; 
c) Pengelolaan hutan adat; 
d) Pengelolaan air minum; 
e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, 

danl atau peternakan; 
f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, 

pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain­
lain); dan 

g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan 
distribusi produk. 
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Kegiatan lainny a untuk 111ew ujudkan pendirian, 
pengembangan, dan peningkatan kapasitas 
pengelolaan badan usaha milik Oesa danl atau badan 
usaha milik Oesa bersama sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musya w 8.rah Desa.-

pengembangan usaha ekonomi produktif yang 
diutamakan dike lola oleh badan usaha milik Oesa/badan 
usaha milik Oesa bersama meliputi: 
1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan danl atau 

perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa danl atau 
p-erdesaan berkualitas e-ksp-or 5e-ptTti petnb-angunan 
dan p e n gelola a n tem p a t p elela n ga n ik an m ilik Desa, 
pasar ikan, pembangunan dan pengelolaa n k eramba 
jaring apung d an bagan ikan, pengelolaan p a dang 
ge m bala, mesin penepung ikan, mesin p e n e p ung 
ketela pohon, d o cking kapal (perbengkelan p e rahu 
dan me sin) , a lat p engolahan hasil p erik anan, 
pembangunan saran a pengola han minyak jarak, 
minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, p e mbibitan 
tanaman proclu k t if sekitar hutan dan L_st81asi 
percontohan; 

2) Bidang j asa, usa h a industri kecil , danl atau industri 
r umahan yang d ifokus kan kepada pembentu k an dan 
pengembangan p r odu k unggulan D e sa d a n/atau 
perdesaan s eperti pem bangunan d an pengelolaan 
pasar O e sa, kios D esa, mesin jahit, peralatan bengkel 
1r __ .....3 _____ h_-m " .... _- -_ ....... _- D - ....... ,..,. -_ ....... _- - _ .... ,.., - ......... ----
l.'I..\...~~u.a~ aa~~ u\...~ ~v LV~, paoa~ \... a, paoa~ o a y ~,paoa~ 

hewan, tempat pemasaran ik an, tok o online , gudang 
barang, mesin packaging k e m a san, roaster k op i, mesin 
p erceta k an, m e s in bub u t u ntuk mebeler; 

3) Bid ang sarana d a n p r asara na p emasaran, p elayanan 
logistik d i des a untuk produ k u n ggu la n Desa 
d anl a t a u perdesaan; 

4) Pe111an faa tan pote nsi wilayah h u tan dan op tilnalisasi 
p erh u tanan sosial; 

5) Pengelolaan hutan yang m enjadi s u m b er tanah objek 
reforma agra ria u ntuk program kesejahteraan 
masyarakat ~ 

6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan 
padi, peraut k e lapa, pen epung biji-bijian, pencacah 
pakan ternak, sangr ai kopi, pemotongl pengiris buah 
dan sayuran, pom pa air, traktor mini, desalinasi air 
laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); 

7)- Pernban-gun:an sh()~room;lw"'i-srn-a pamer produk Dc=sa 
untuk para pelak u industri Desa; dan 

8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan 
usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 
oleh badan usaha milik Desai badan usaha milik Desa 
bersama sesuai dengan kew enangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah D e sa. 
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c. Pengelubangan Desa w isata lueliputi: 
1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata 
seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, 
fasilitas Jamban publik dan/ atau kios cenderamata .. 
internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track 
wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke 
tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, 
tambat apung (buoy), bioskop mlm, peralatan 
kesehatan d arurat di Desa w isata, panggunghiburan, 
k ios warung makan, wahana permain an outbound, 
wahana p-errnainan anak, taman r~krca5i, temp-at 
p enjualan tiket, pengelolaan sampah terp adu bagi 
rumah tangga dan kawasan wisata, cemara 1a ut dan 
bibit/tanaman b akau; 

2) Penge m bangan in ves tasi Desa wisata; 
3) Pengembangan k e rj a sama antardesa wisata; d an 
4) Pengembangan D e s a w isata lainnya sesuai d engan 

kewenangan Desa d an diputuskan dalam Musy a warah 
Desa. 

4 . Pemanfaatan s umber d a y a alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan m ela lui: 
a . pemanfaatan energi terbarukan : 

1) Pengolahan limbah pertanian d an tanam a n, seperti 
jag ng, kedelai, d an tebu menjadi biofuel; 

2) Pengolahan kay u d an limbahnya, seperti k a y u bakar, 
p e let kayu , serpih a n kayu, serb u k gergaji menjadi 
biol11.assa ; 

3) In stalasi pengola h a nlimb ah p eternakanuntu k energi 
menjadi biogas; 

4) Pembuatan bioetan ol d ari ubi kayu; dan 
5) Pengolah an minyak- goTep g b ekas menjadi biodiesel;. 
6) p en golah an kotoran m a nusia dan h e a n menjadi 

biogas / gas a lam terb arukan; d a n 
7) Ke giatan pemanfa atan e n ergi ter baruka n lainnya 

s esuaiden gan kewenangan D e sa d an dipu tuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

b. Pengelolaa n lingkungan Desa: 
pengelolaan limbah rurnah tangga d a n industri ralnah 
lingkungan: 
1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat 

pembuangan sampah; 
2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki 

septik, instalasi pengolahan lumpur tinja; 
3) Pengelolaan air limbah domestik; 
4) Pengeloiaan sampan terpadu dan berwawasan 

lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak 
sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin 
pengolah sampah; dan 

5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan 
ind ustri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 
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c. Pelestarian sUlnber daya alanl Desa, Inelalui: 
1) Pembibitan pohon langka; 
2) Perlindungan terumbu karang; 
3) Pembersihan daerah aliran sungai; 
4) Pem ban gunan ruan g ter bllka hijau;-
5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); 
6) Me1akukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, 

praktek wanatani (agroforestry); dan 
7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya 

sesuai dengan kewenangan D esa d an diputuskan 
d alam Musyawarah Desa. 

B. Prio r itas Pe n ggunaan Dana Desa bidang Pem b erdayaan 
Ma syarakat 
1. Penye1enggaraan promos i k esehatan dan gerakan m asy a r akat 

hid u p sehat: 
a. Pen yelenggaraan p rom osi kesehatan dan ge r akan 

m asyar akat hidup s ehat d alam rangka pencegaha n dan 
penurunan Stunting d i Desa, berupa: 
1) Pelatihan kesehat a n ibu dan anak; 
2) Penyulu __ a n dan k onselin g gizi, air susu ibu eks klusif, 

dan makan an p e n d amping air susu ibu (MPAS I); 
3) Pen ingk a tan akses p erlindungan sosial bagi k eluarga 

sa saran Stunting; 
4) U p aya p e n c e gahan perkawinan dini; 
5) Pelatihan panga n y a ng seh a t d an a man ; 
6) Pe latihan dan s o sia lisasi ten tang keluarga b e rencana; 
7) Kamp a n ye dan p r omos i gerakan m a kan ikan; 
8) Praktek a tau dem o pemberian rnakan an bagi b ayi dan 

anak (P MBA), s tirnulasi t urnbuh k ern bang, Perilaku 
Hidup Bersih d a n S eha t (PHBS) ; 

9) Rembuk Stun tin g Desa; 
10) Ke n didikan ten t a n g p engasu h an a nak me1alui 

p endidikan a nak u s ia d ini y a n g d irniliki D e s a dan Bina 
Ke luarga BaHta (B KB); 

11) Ke ningkatan kap asi tas b a gi k ader pern bangunan 
m a n usia, k ader p o s pelayanan terp adu d an pendidik 
p endid ikan anak usia dini yang dirniliki Desa, kader 
kelo IIlpolr B-in a Keluarga Balita Tingkat Desa terkait 
p ertumb uhan dan perkemba ngan; dan 

12) Kegiatan pencegahan d an penurunan Stunting lainnya 
sesuai dengan kew enangan Desa dan diputuskan 
dalarn Musyawarah D esa. 

h . Penyelenggaraan p rornosi kesehatan dan gerakan 
rnasyarakat hidup sehat dalarn rangka penanggulangan 
penyakit rnenular danpenyakit tidak rnenular, seperti: 
1) Komunikasi, inforrnasi dan edukasi (KIE) tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat, konsum.si gizi 
seim.bang, dan penge101aan sanitasi yang baik untuk 
pencegahan peny akit m.enu1ar, s e perti influenza, 
diare, penyakit seksual, HIV / AIDS, tuberku1osis, 
malaria, demam ber darah dengue, kusta, dan 
penyakit m.enular 1ainnya; 
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2) Korn unikasi, inforrnasi dan e d u kasi (KIE) LenLang 
perilaku hid u p bersih dan seha t, konsumsi gizi 
seimbang untuk pence gahan p e n yakit tidak menu1ar, 
seperti hipertensi, diab etes mellitus, gangguan jiwa, 
dB.n peny akit tid ak menular lainnya~ 

3) Penge101aan sanitasi yang baik untuk pencegahan 
penyakit; 

4) Pe1atihan kader kesehatan sesuai d engan kewenangan 
Desa; 

5) Insentif untuk kader penyakit m enular dalam 
kegiatan penemuan kasus, pemantau an pengobatan, 
tra ci:ng kontak; 

6 ) Peningkatan k a pas ita s ke1ompok penyin ta s TBC agar 
dapat terlibat aktif da1am pendampingan p a s ie n TBC 
agar patuh pada pengobatan; 

7) Pm budidayaan obat tradisional De sa dan 
pengembanganj a m u; 

8) Pe1atihan penge10la an a ir minum; 
9) Pelatihan pengem bangan apotek hidup D esa dan 

prod uk hortikultur a; dan 
10) Kegiatan penang gulanga n penyakit menu 1a r dan 

penyakit t idak m enu1ar lainnya y ang sesua i d engan 
kew e n angan Des adan diputuskan dalam Mu syawarah 
Desa. 

c . Penye1en ggaraan p r omosi kesehatan dan gerakan 
masyarakat hid up s ehat da1am rangka optim alisasi 
pe1aksanaan program j aminan kesehatan nasiona 1 seperti: 
1) S osialis asi dan promosi kebijak an pela k sanaan 

progra m jamin a n kesehatan n asiona1 me1alui 
komu nikas i, inform asi d an ed ukasi; d an 

2) Advoka si p la ksa n aan progr a m jaminan k e sehatan 
n asiona l. Da n a D esa tida k diperbo1ehkan untuk 
pembayaran p r emi B P J S k ese h a tan. 

d. Penye1e n ggaraan p romos i k ese h a tan d a n gerakan 
luasy a r a k a t h idup Sehat d ala m r angka Pence gahan dan 
Pemberantasan Pen y a 1ahgunaa n d an Pered aran Ge1ap 
Na rkotik a d a n Prekurs or Nark otika melalui : 
1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan 

p e:n.yalahgu}:).aan-Aar-k o tik a ; 
2) Penyu1u han, s osia lis asi , atau s emina r t e ntang bahaya 

narkotika; 
3) Pagelaran, fe s tival seni, dan buday a untuk 

pencegahan pen yalahgunaan narkotika; 
4) Olahraga atau a k tivitas sehat untuk pencegahan 

penya1ahgunaan narkotika; 
5} Fas ilitasi pelatiha n bagi :rela~van anti narko tika; 
6) Penyebaran informasi u ntuk pencegahan 

penya1ahgunaan narkotika me1a1ui pencetakan 
banner, spanduk, baliho, poster, atau brosurj leaflet; 

7) Pengembangan kapasitas masyar akat di kawasan 
rawan tanaman ter1arang dan k a w asan raw an 
per edaran dan p enya1ahgunaan narkoba; dan 
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8) KegiaLan Pen cegahan dan PernberanLasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Des-a .. 

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengaw asan pembangunan desa: 
a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka 

perbaikan dan konsolidasi data SDGs D e s a dan pendataan 
per kembangan desa, seperti: 
1) Pelatihan perbaikan d a n konsolidasi d ata SDGs Desa; 

dan 
2) Pe r baikan d a n konsolidasi d a t a SDGs Desa dan 

pendataan perkembangan desa lainny a ses uai d engan 
kewenangan Desa dan dipu tuskan d alam 
musyaw arah D e sa. 

b. Pen guatan partisip a s i masyarakat dalam ketahanan 
p angan nabati dan h ew ani , seperti: 
I) Peiatihan bud id aya pertan ian, perk e b unan, 

perhutanan, petern akan, dan/atau perika n a n ; 
2) Pelatiha __ pengelola an has H panen; 
3) Pelatiha n pengolahan h a s il laut dan panta i untuk 

p eta ni budidaya dan nelayan tangkap; 
4) Pengemb angan dan penguatan j arin gan p e m asaran 

produk p erta nian, p erkebunan , p e r hutanan, 
p eternak an Desa d a n/ atau p erikanan Des a d a n/ atau 
antar D e sa; dan 

5) Kegiatan penguatan partisipasi m a "'yarak a t dalam 
ketahana n panga n naba ti dan hew a ni lainnya yang 
sesuai den gan k ewenanga n Desa d an d iputuskan 
dalam Musyaw ara h D e s a. 

c . Peningkata n k e ter lib ata n masyarak a t secara m e n yeluruh 
dala m pem b anguna n dan p e mberdayaan m a syarakat 
D esa, s eper t i: 
1) Ke giata n pelayanan dasar u ntuk k elomp ok n1.arginal 

d a n ren tan yaitu p e remp u a n , a n ak, warga lanjut usia, 
s uku dan masyara kat a d at, p e nghaya t k epercayaan, 
penyan dang disabilita s , k elom pok m a sya rakat miskin, 
dan kelom pok rent.an lainnya; 

2) Penanga nan a nak tid ak sekolah u ntuk warga miskin 
seperti pelat ihan keter ampila n, pelatihan seni dan 
budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah; 

3) Fasilitasi pen y elenggaraan forum warga dalam 
penyusunan usu la n kelompok marginal dan rentan 
yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, 
penyandang disa b ilitas , masyarakat OOat, kelnmpok 
masyarakat miskin dan kelompok marginallainnya; 

4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan 
perlind ungan masyarakat; 

5) So sialisasi , komunikasi, informasi dan edukasi 
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada 
perempuan d a n a n ak, serta tindak pidana 
perdagangan orang; 

6) Pelatihan kepemimpinan perempuan; 
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7) PelaHhan bagi kader Desa tentang pengarusutalnaan 
gender; 

8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang 
responsif gender; 

9} Advokasi pemenuhan hak anak,- perempu,an,. 
penyandang disabilitas , warga miskin dan masyarakat 
mar ginal terhadap akses administrasi kependudukan 
dan catatan sipi1; 

10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal 
untuk membentuk kesalehan sosial d i Desa; dan 

11) Kegiatan peningkatan keterlibatan rna syarakat secara 
:rnenjre-luruh lainny~a s c-suai dengan k Cw"cn angan D-e sa 
d an diputuskan d alam Mu syawarah D e s a. 

d . Peningkatan kualitas sumber daya manu sia warga 
masyarakat Desa, s e perti: 
1) Pembentukan d a n pelatihan pengurus le rn aga 

kemasyarakatan D e sa danl atau lembaga adat ; 
2) Pelatihan kepemimpinan; 
3) Sosialisasi tentang perlindungan p ekerja migra n : 
4) Pemberdayaan k epada masyarakat Des a t ermasuk 

pekerja m igran Indones ia seperti pelatih a n dan 
advokas i 

5) Pelatihan tentan g hak-hak perburuhan, k e rjasama 
Desa dengan per u s a haan; 

6) Pelatihan b ahas a asing; 
7) Pelatihan digitalisasi; 
8) Kegiatan peningkatan kualitas sum ber daya m anusia 

"varga lTIas)rarak a t desa lainnjra c-. e~uai dengan 
kewena n ga n Desa dan dipu tuskan dalam 
Musya w arah Desa . 

e. p enguatan p artis ipa s i m asyarakat d a a m rangka 
p engem ban ga n lis trik a lte r natif di D e sa: 
1) Pe latiha n, p engelolaan, d a n pemeliharaa n e n ergi baru 

terbarukan; 
2) Pelatihan instala s i atau p e n1.asan ga n jaringan listrik 

d a n elek trifikasi ; 
3) Pelatihan p engolahanlimb ah peternak a n u ntuk energi 

biogas ; 
4) Pelatihan pembu atan- bioetanQl d ru:i u bi kayu; 
5) Pelatiha n p engolahan minyak goreng bekas menjadi 

biodie s e l; 
6) Pelatihan pen gelolaan pembangkit listrik tenaga 

angin; dan 
7) Kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik 

Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan 
terbarukan )lang sesuai dengan ke",\Tenan-gan Desa 
dan diputuskandalam Musyawarah Desa. 

3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 
kewirausahaan masyarakat Desa: 
a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan 

kewirausahaan masyarakat Desa seperti: 
1) Pe1atihan pengelolaan Desa wisata; 
2} Felatihan be nih kerapu, tukik dan budidaya cemara 

laut dan bakau; 
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3) Kur sus/pelaLihan kerajinan Langan (handycrafl) 
berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung 
kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambui daun, 
limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut); 

4). Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokA.1.;. 
5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk 

Perpromosi baik di media daring atau luring; 
6) Pelatihan kewirausahaan Desa; 
7) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar 

budaya dan berbasis digital; dan 
8) Kegiatan Pengembangan k apasitas ekon omi produktif 

dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai 
d engan kewenanga n Desa d a n d iputu ska n dalam 
musyawarah Desa. 

b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan k apa sitas 
pengelolaan badan u s a ha milik Desa/badan usaha m ilik 
Desa bersama, seperti: 
1) Pelatihan manajemen usaha untuk badan u saha 

milik Desa/ bada n usaha milik Desa bersama ; 
2) Pengembangan bis nis dan pemetaan kelayakan badan 

usahamilik Desa j badan u saha milik Desa b e r sama; 
3) Pameran h asil u saha b a dan usaha m ilik Des a /badan 

s a ha milik D esa bersama, usaha ekonomi 
masyarakat dan /atau koperasi; 

4) Bazar p r oduk k e rajinan t angan/ p roduk industri 
mahtangga; 

5) Kerjasama perda ga ngan a n tar Des a; 
6) Kerjasarna perdagangan dengan p!hak ke"! ga ; dan 
7) Kegiat a n lainny a untu k m ewujudkan p endirian, 

pengembangan, dan p eningkat an k a pasitas 
pengelolaan bad an u saha m ilik Desai b a d a n usaha 
nriJik. Desa b eJ:satna l ain.n y a s esuai dengap. 
k ew ena nga n D e sa dan d iputus kan dalam 
m u syawara h D e sa. 

c . Pengemban gan u saha e konomi produktif yang 
diuta m akan dike ola ole h badan usaha milik Desa/badan 
u sah a m ilik D e sa ber s ama, s eperti: 
1) Pelatihan pengelolaan tanaman sek·tar hutan untuk 

kon servasi dan tam bahan pendapatan; 
2) Peningkatan kapasita s kelompok masyarakat untuk 

energi terbaru kan dan pelestarian lingkungan hidup; 
3) Sosialisasi pem a nfa atan teknologi tepat guna; 
4) Pelatihan pemanfaat an limbah organik rumah tangga 

danperkebunan u ntuk energi biomassa; 
5) Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk 

pelaku industri ruman tangga; 
6) Pelatihan manaj emen usaha untuk usaha ekonomi 

rumahan; 
7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi 

masyarakat Desa; 
8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi 

parapelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian 
melalui tulisan dan visual; 
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9) Pelalihan pengelolaan keuangan sederhana dalarn 
mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 

10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk 
menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk 
bakau? terumbu karang dan zon-ftsi tangk-ap d~Jl 
konservasi; 

11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan 
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 

12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi 
b arang/jasa kreatif, sep erti mesin j ahit, alat ukir, 
kamera, komputer , mesin percetak an, bengkel 
motor / mobil, menge-las dan membatik ; dan 

13) Ke giatan lainnya u ntu k mewuj u d kan p enge mbangan 
usaha ekonomi produktif yang diutamaka n d ike lola 
badan usaha m ilik Desa/ badan usaha m ilik Desa 
lainn y a sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan d a la m musyawarah Desa. 

4 . Pengembangan seni budaya lok al: 
Peningkatan kapasitas s eni budaya warga Desa beru pa: 
a . Pelatihan dan penyele n ggaraan kursus seni budaya ; 
b. Pelatihan ::llat musik k has d aerah setempat; 
c. Pelatihan menenun/ m emb atik dengan menggu nakan 

warna alam, motif yan g sudah ada dan/atau d iciptakan 
sendiri dan/ a tau ses u ai tren; 

d . Pela tihan pembua tan p r oduk/karya k r eatif yang 
mer upakan keunik a n/ ke- khas-an Desa tersebu t sesuai 
kebu tuhan p asar; 

e. Pela'-~han pembuatau film dokum e-+-e- , j urnalis, 
pem buatan d a n penggunaa n m edia, b log, dan internet 
(film , foto , t ulisan, viog , dan med ia lainnya ) untuk promosi 
budaya di Desa; dan 

f . Kegiatan p enin gkat a n k apa s itas s en i buda y a w a r ga Desa 
lainn y a ses uai dengan kewe n angan D esa d a n d ip utuskan 
d alam Musy awa rah D e sa. 

5. Pen guatan kapa s itas iTlasyarakat d a lan1. r a ngka n1.itigasi dan 
p en a ngana n b encana alam dan nonalam: 
a. Penguatan d an fa s ilitasi masyarak at Desa dalam 

k esia psiagaan m enghadapi tanggap daru rat bencana 
a1am .. sepert i :. 
1) Kegiatan sos ialisasi pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap b encana; 
2) Pelatihan k esia psiagaan dan simulasi terhadap 

bencana; 
3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan 

bencana; 
/-1_)- P·enye-diaan layanan infoTrnasi tentan-g beneana alarn; 
5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan 

bencana alam; 
6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; 

dan 
7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa 

dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat 
bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
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b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam 
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana 
nonalam atau kejadian luar biasa, seperti: 
1) Pengadaan media komunikasi, informa si?" dan eel ukasi 

(KIE) terkait bencana nonalam; 
2) Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap 

penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada 
hewan ternak; dan 

3) Kegiatan penguatan dan fasilitasi m asy arakat Desa 
dalam kesiapsiagaan menghadapi tan ggap darurat 
b-encana nonalam: atau kejadian lua r b ia sa lainnya 
sesuai dengan kewena n gan Desa dan d ip utuskan 
dalam Musyawarah Desa. 



BAB III 
PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA 

A. KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Data Desa serta pet a patens-r dan s-uIllber daya peIllbarrgunarr Desa; 
2. Dokumen RPJM Desa; 
3. Program/ proyek masu k Desa ; 
4. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangu nan Desa; dan 
5. Kebijakan Prioritas Penggu naan Dana Desa untu k pembangunan dan 

pemberdayaan yang m endukung SDGs Desa . 

B. MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK 

1. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 
berdasarkan data dan inform a si yang diberikan oleh Desa m elalui 
berbagai forum diskusi. 

2. Tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RK Desa 
menyelenggarakan musyawarah dusun/ kelompok untuk mendiskusikan 
rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

3. Masyarakat Desa mer umuskan usulan prognuti dan kegiatan yang 
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan 

4. HasH Musyawarah dusun/ kelompok menjadi usu lan warga dalam 
Mu syawarah Desa . 

Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan 
disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa. Berita acara Mu syawarah Desa menjadi pedoman dalam 
penyu sunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa . 

C. PUBLIKASI 

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus d ipublikasikan oleh Pemerintah 
Desa kepada ma syaraka t Desa di ruang publik yang dapat diakses 
masyarakat De-sa y3..!'1g dilakuk3..!'1 -secara swakelola d 3..!'1 partisipatif deng3..!'1 
melibatkan peran serta masyarakat Desa . Sarana pu blikasi Prioritas 
Penggunaan Dana Desa dapat dilaku kan melalui: 
1. Baliho; 
2. Papan informasi Desa; 
3. Media elektronik; 
4. Media cetak; 
5. Media so sial; 
6. Website Desa; 
7. Leq/Zet; 
8. Pengeras suara di ruang publik; dan 
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

D. KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN 
Dokum en perencanaan dibuat dalam bentuk satu Dokumen dan 
diverifika s i oleh k ecamatan, dengan rin cian: 
1. Surat Pengantar Dokumen I(egiatan Dfu~a Desa dari Pemerintah Desa; 
2 . Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat 

pembuatan; 
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3. Peraturan Desa dan lampiran Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa); 

4. Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 
De-sa (RKP D esa). tfl.hun 202-4;-

5. Peraturan Desa tentang APB Desa dengan d ilengkapi Lembar 
Verifikasi Camat sesuai dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 

6. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) BLT Desa untuk sat u (1) Tahun Anggaran; 

7. Berita acara musyawarah penetapan Prioritas Penggun aan Dana Desa 
per taha parl; 

8. Ber ita acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Pen eta pan Standar 
Bel~ja Desa dan Standar Harga Satuan d i Desa; 

9 . Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk kegiatan Infrastruk t u r dan 
Non Inftrastru ktur, dengan rincian : 
a. Kegia tan Infrastruktu r berupa : 

1) Foto Lokasi Kegiatan 0% setiap item kegiatan in fra s truktur 
dan dilengkapi dengan titik kordinat lokasi; 

2) Desain Gam bar Rencana Kegiatan untuk kegiatan 
Infrastrukt _lr setelal1 mendapat pengesal1an dari Dinas 
terkait dan/ atau dari tenaga pendamping profession al; 

3) Ta ke of Sheet (ToS) setia p kegiatan infrastruktur; 
b . Kegiatan Non Infrastru ktur b erupa : 

1) Untuk Bantuan Penyertaan modal BUMDesa m elampirkan: 
a) La p oran Pertanggu ngjawaban BUMDesa tahun 

sebelu mnya; 
b) &.~alisa kelajrakan usa..~a jt fu"'1.g disetujui da..."'1. rl isa..."'1.ka.."'1. 

melalui musyawarah desa; 
c) Perd es Pembentu kan BUM Desa dan Surat Keputusan 

Kepala Desa tentang Pen gangkatan Pengu rus BUM 
Desa ; 

d) Kegiatan usaha BUM Desa diprior itaskan untuk 
m eningka tkan dan/ata u Pemulih an Ekon om i Desa; 

2) Ba gi BUMDesa / BUIVIDESIVIA yang tidak memenuhi kriteria 
point (1) harus melaksana kan restruk t u risasi dan 
penye h atan. 
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BABIV 
PENYALURAN DANA DESA 

1. Pemerintah Desa menyampaikan Dokumen Pereneanaan dan Dokumen 
pelaksanaan Kegiatan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dan 
kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

2. Dalam penyampaian Dokumen Pereneanaan dan Dokumen pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan setelah mendapatkan 
verifikasi di tingkat keeamatan, dan dibuktikan dengan Rekomendasi 
Can a t. 

3. Cama t membentu k Tim Verifikasi Usu lan dan Pelaporan Kegiatan Dana 
DesaI yang terdiri atas: 
a. Ketua Sekretaris K eamatan 
b. Sekretaris Kepala Seksi PMD Keeamatan 
c . Anggota Unsur Pemerintahan Keeamatan, Pendamping Desa 

dan Pendamping Lokal Desa 
4. Tim Verifikasi Keeamatan melaksanakan Verifikasi kelengkapan 

Dokumen usulan kegiatan Dana Desa, pelaporan Dana Desa setiap 
tahapan da..'1 keabsa..1-J.a..'1 Peraturan Desa da..'1 Dokumen lainnya . 

5. Berdasarkan hasil verifikasi Tim, Camat membuat Rekomendasi usulan 
Penyaluran Dana Desa setiap tahapan. 

6. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan Validasi, 
Monitoring dan Evaluasi Pereneanaan. 

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA 

1. Dana Desa yang ditentukan p enggunaannya (earm arked) 
a. Kelengkapan Dokumen Pen yal uran Dana Desa Tahap 1. 

Dokumen Penyaluran Dana Desa taha p I diajukan kepa da Bupati 
Tasikmalaya m elalui Cam a t , untuk selanjutnya d isampaikan 
kepa d a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , ber u pa: 
1) Kelengkapan Hardcopy beru pa : 

a) Surat pen nohonan penyaluran tahap 1 
b) Peraturan Desa ten tang APB Desa; 
c) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana 

Desa Tahu n 2024 

d) Penetapan Prioritas Penggunaan pagu earmarked Dana Desa 
Tahun 2024; 

e) Reneana Penggunaan Dana Desa dan Reneana Anggaran Biaya 
(beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap I; 

f} Kerangka Aeuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan 
dan pem berdayaan, untuk pem binaan, pelatihan, 
sosialisasi, dan kegiata.J: pern berdayaa.J: lainnya yang 
berisikan daftar peserta pelatihan, rene ana narasum ber, 
jadwal pelaksanaan, matrix pelatihan, materi pelatihan dan 
eapaian tujuan kegiatan yang diharapkan; 

g) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan 
tanda tangan asli ) bermaterai eukup; 

h) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stemple 
dan tanda tangan asli ) bermaterai eukup; 
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i) Laporan Rencana dan Realisasi Dana Desa Unluk Pencegalian 
dan penanganan Stunting Tahun 2023 

j) Rekapitulasi BLT Triwulan 4 tahun 2023 
k) Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat 

pembuatan; dan 
1) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk 

l"'QI'Y~n+n-n ~-n.f-r,.."cd" """U1K+"-r 
n..\..5~a.~cu~ H~~~ 0.0 Li L u.~ • 

2) Kelengkapan Softcopy berupa: 
a) Peraturan Desa tentang APBDes 
b) Keputu san Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana 

Desa Tahun 20 24 
c) Rekapitu lasi Penggun aan Dana Oesa Tahun 2023 
d) Rencana Penggunaa n Dana Desa Tahun 2024. 

b. Dana Desa yang ditentukan ta hap II 
Dokum en Penyaluran Dana Oesa tahap II diajukan kepada Bupati 
melalui Carnat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa: 
1) Kelengkapan Hardcopy berupa: 

a) Surat pefmohonan penyaluran tal1ap II; 
b) La poran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahu n 2023 yan g ditanda tangani oleh Kepala Desa; 
c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluara n Dana 

Desa. tahu.n 2024 tahap I yang ditapdata:ngaxu.- ole . Kepala 
Desa; 

d ) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Angga ran Biaya 
(beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap 11; 

e) Kerangk a Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan 
dan pemberdayaan, u ntu k pembin aan, pelatihan, 
sosialisasi , dan k egiatan pem berdayaan lain nya yang 
beris ik a.:i d aftar peserta pelati han , renCCh'1:a n arasumber, 
j a dwal pelaksanaan, m a trix pelatihan, m ateri pela tihan dan 
capaian tuju an kegiatan yang diharapkan; Pakta Integritas 
Penggun aan Dana Desa dengan (stempel dan tanda tangan asli 
) bermaterai cukup; 

f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPT JM) (dengan stemple 
dan tanda tangan asH) bermaterai cukup; 

g) Foto 0%) (n ol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk 
kegiatan in frastruktur 

2,\ v""l"" .... ,...l;-,..,"',.., .... c::!,-,. /+,..o", · · her""''''' . 
~~\...L\...L~5.1"Q.}lCU.L "--'Vj L~ py OJ u}lQ. . 

a) Laporan realisa si penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Oesa tahun anggaran 2023 dengan menggunakan format 
siskeudes. 

b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun 2024 tahap I yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa 

c) Laporan Kegiatal1 Pencegahan dan penangal1an Stunting 
Tahun 2024 

2. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked) 
a. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap I. 

Dokumen Penyaluran Da...'1:a Des a tahap I d iajukan kepada Bupati 
Tasikmalaya melalui Carnat, untuk selanjut nya disarnpaikan 
kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa: 
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1) Kelengkapan Hal'dcopy beru pa: 
a) Surat permohonan penyaluran tahap 1 
b) Peraturan Desa tentang APB Desa; 
c) Penetapan Prioritas Penggunaan pagu nonearmarked Dana 

Desa Ta...huD 2024; 
d) Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya 

(beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap I; 
e) Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan baik pembangunan 

dan pem berdayaan, untuk pem binaan, pelatihan, 
sosialisasi, dan kegiatan pem berdayaan lainnya yang 
berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasum ber, 
j-adwal pelaksanaan, matrix pelatihan, m ater i pelatihan d8J."1: 
capaian tujuan kegiatan yang diharapkan; 

f) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stem pel dan 
tanda tangan asH ) bermaterai cukup; 

g) Su rat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stemple 
dan tanda tangan a sH) bermaterai cukup; 

h ) Laporan Kegiatan Pencegahan dan penanganan Stunting 
Tahun 2023 

i) Tanggal dan Nomor Register Dokumen disesuaikan pada saat 
pembuat8n; 

j) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordina t untuk 
kegiatan infrastruktu r 

2 ) Kelengkapan Softcopy berupa: 
a) Peraturan Desa ten tang APBDes; dan 
b) Rencana Pengguna an Dana Desa Tahun 2024. 

b. Kelengkapan Dokumen Penyaluran Dana Desa Tahap II 
Dokumen Penyaluran Dana Desa tahap II diaju kan kepa da Bupati 
melalui Camat, u n tuk selanjutnya d isampaikan kepada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beru pa: 
1) Kelengkapan Hardcop y beru pa: 

a ) Su ra t permohonan penyaluran tahap II 
b) Laporan realisasi penyera pan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahu n 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 
c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun 2024 tahap I yang ditanda tangani oleh Kepala 
Desa 

d) Rencana Penggunaa n Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya 
(beserta kelengkapannya) usulan kegiatan Dana Desa tahap II; 

e) Kerangka Acuan Kelja (KAK) kegiatan baik pembangunan 
dan pemberdayaan, untuk pembinaan, pelatihan, 
sosialisasi, dan kegiatan pem berdayaan lainnya yang 
berisikan daftar peserta pelatihan, rencana narasumber, 
jadwal p"e1~tks'anaaJ."l? maULX- pelatih8--u,-materi pc.18jjhan dan 
capaian tujuan kegiatan yang diharapkan; 

f) Pakta Integritas Penggunaan Dana Desa dengan (stempel dan 
tanda tangan asli ) bermaterai cukup; 

g) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (dengan stemple 
dan tanda tangan asli ) bermaterai cukup; dan 

h) Foto 0% (nol perseratus) yang memuat titik koordinat untuk 
kegiatan infrastruktur. 
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2) Kelengkapan SofLcopy bei'upa: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran 2023 dengan menggunakan format siskeudes. 
b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun 2'0'24 tahap T yang ditandatangani oieh Kepala Desa 
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BABV 
PELAKSANAAN KEG1ATAN DANA DESA 

D1 T1NGKAT PEMER1NTAHAN DESA 

A. TAHAPAN UMUM 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Kepala 
Desa berkoordinasi dengan Unsur Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa 
dengan tahapan: 
1. Perencanaan; 
2. Rapat kerja pelaksanaan; 
3. Pen gendalian pelaksanaan kegiatan; 
4. Pet'ubal1an pelaksanaan kegiatHrt ; 
5 . Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah; 
6 . Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; 
7 . Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; 
8 . Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan. 

B. PEMBUATAN/ PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN B1AYA (RAB) 

1. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagai lampiran RKP Desa sehingga 
penyusu nan RAB dilakukan bersamaan dengan penyu sunan RKP Desa. 

2. Penyusunan RAB diawali dengan survey teknis untuk mendapatkan data 
teknis kegiatan dan sebagai dasar dari penentuan jenis kon struksi, 
pembuatan gambar rencana dan perh itungan volume. 

3. Penyusunan RAB dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan dibantu 
oleh Pencia..-nping Teknik Infrasturktur Desa. 

4. Harga satuan barang dan jasa berdasarkan survey harga pasar setempat 
atau harga pasar terdekat, apabila harga melebihi dari standar belanja 
daerah, maka dilaksanakan musyawarah dan ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa 

5 . Harga sa tuan barang dalam RAB sudah termasuk pajak. 
6. Penyu sunan RAB harus mengacu kepada analisa harga satuan pekerjaan 

pekerjaan yang sah dan referensi lain yang b isa dipettanggu ngjawabkan. 
7. Sebagai lampiran RAB mencaku p : Sketsa loka si kegiatan, dokumen 

survey teknis, gambar desain; perhitungan volume, survey harga bahan; 
alat, kesepakatan pembayaran upah kerja, perhitungan RAB, kajian 
sederhana mengenai dampak lingkungan, pernyataan hibah lahan dari 
masyarakat, pernyataan kesanggupan tidak menu ntut ganti rugi, 
kesanggupan swadaya dan gotong royong, rencana penggunaan alat 
berat, pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan, data pemanfaat. 
Gambar rencana wajib diperiksa dan disetujui oleh dinas/intansi terkait 
atau tenaga pendfuTJ.plng profesional (Penda...~ping Desa Teknik 
1nfrastruktur) . 

8. Setiap titik lokasi kegiatan infrastruktur wajib memasang Papan Proyek 
dan Prasasti. 

C. PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Pengadaan barang dan jasa, mengacu pada ketentuan Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, 
dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. 
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BABVI 
PELAPORAN 

A. PELAPORAN KEPADA MENTERI 

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan 
mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat 
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline 
dengan difasilitasi (>len Tenaga Pertdamping' Prnfesionru. 

3. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan 
dokumen-dokumen sebagai berikut: 
Peraturan Desa ten tang RKP Desa; dan 

5 . Peraturan Desa tentang APB Desa. 

B. PELAPORAN PADA TlNGKAT PEMERlNTAHAN DESA 

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari kerja setelah 
pekerjaa n selesai dengan menyertakan bukti transaksi. 

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan 
menyertakan bukti pendukung disampaikan oleh Kepala Desa kepada 
Bupati melalui Camat . 

3. Sistematika pelaporan sebagaimana dimaks ud angka 2' sebagai berikut: 
a . Surat Pengantar Laporan Penggunaan Dana Desa Kepada Camat; 
b . Kata Pengantar; 
c . Daftar Tabel; 
d . Daftar lsi; 
e. Pendahuluan; 
f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; 
g. Reaiisasi Biaya : 

1) Surat Permintaan Pem bayaran; 
2) Buku Kas Umum; 
3) Bu ku Kas Bantu; 
4) Realisasi Anggaran dan Biaya; 

h. Bu kti transaksi : 
1) Kwitansi Penerimaan/Pembelanjaan; 
2) Nota Pembelian; 
3) Bukti pembayaran pajak; 
/1\ 'l't""\~rl'" To~;"""""", ,-,, H"'t"" " .... ]\T""'_r'\~".....-v"'\ ha ..... IDo1" .... ;1.-..""' ........ \. 
'I J.CUJ.UQ. \..-J.J.J.J.J.Q. .I. VJ. J.V J. ~Q.J.Q.~u. J.J.J. u\..-J. \.1. \..-J.Q.LJ.J.J.CUJ.I, 

5) Tanda Bukti Pembayaran HOK; 
6) Fotokopi KTP HOK; 

i. Bukti Penerimaan Bahan/Material; 
j. Buku Material; 
k. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 
1. Penyelesaian Permasalahan, Kendala dan Hambatan; 

m. Perubfu~an Kegiatan; 
n. Sertifikasi Kegiatan; 
o. Laporan Realisasi Penerima BLT Desa; 
p. Kesimpulan; 
{l- l4llnpiran; 
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1) FoLo KegiaLan; 
2) Materi Kegiatan; 
3) Jadwal Kegiatan; dan 
4) Matrix Kegiatan (input, output, outcome) . 

4. Format laporan dUampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan yang 
terdiri dari infrastruktur Desa dan Non Infrastruktur Desa. 
Untuk Infrastruktur Desa meliputi: 
a. Foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0% (nol per seratus), 50% 

(lima puluh per seratus), dan 100% (seratus per seratus) yang 
diambil dari sudut pengambilan yang sama; 

b. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau 
melakukan kegiatan secara gotong royong; 

c . Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan 
pembangunru~ Desa; 

d. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung 
kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan 

e. Gambar purna laksana u ntu k pembangunan infrastruktur desa. 
Untuk Non Infrastruktur Desa meliputi : 
a . Foto Pelaksanaan Kegiatan ; dan 
b . Foto kegiatan Pembinaan/Pelatihan. 

5. Pelakslli"1a kegiatan m enYllil1paikllil laporan akhir pelakslli"1aan -egiatan 
dengan cara: 
a . Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Desa; 
b . Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala 

Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawara tan Desa dan 
unsur masyarakat Desa; dan 

c. Kepala Desa menyampaikan kepada Badllii Permusyawar r tan Desa 
tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan 
laporan akhir pelaksana kegiatan. 

6. Ketua/ Direktur BUM Desa menyampaikan laporan penggunaan dana 
(pe_u-yeJ:taan m.odal) kepada-K~palp-Desa~ 

7. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap tahap 
penyaluran berupa Dokumen Laporan Pertangungjawaban Dana yang 
ditujukan kepada Bu pati setelah mendapat verifikasi dari Camat dan 
Pengesahan dari Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan 
masyarakat dan Desa. 
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BAB VII 
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

1. Bupati mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024 melalui pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

2. Pel11binaful, pel11fultauful dful evaluasi dilaksanakful oleh Perangkat daerfu'1. 
yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. 

3. Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pelaksanaan penggunaan Dana 
Desa. 

4. Apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan Dana Desa, Kepala Desa beserta 
Lembaga Desa berkoordinasi dengan Camat, Pendamping Desa dan pihak 
terkait u ntuk penyelesaian permasalahan. 

5. Dalfuli hal terjadi keterlfulibatan perencfulaful dan. pelaksanaful pem bfulgunan 
esa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, 

Bu pa ti melalui Camat melakukan: 
a. Menerbitkan Surat Peringatan kepada Kepala Desa; 
b~ Membina- dan. meno.m:npingi Pemerint.ah De sa. dalaID- hal m.e _yU-RJJn 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan 
APB Desa ditetapkan per 31 Desember tahun berjalan; 

c. Melakukan Koordinasi dengan Lembaga yang ada di Desa untuk 
melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian 
permasalahan dimaksud. 

6. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa sehingga 
menyebabkan kerugian Negara, Bupati meminta lnspektorat Daerah untuk 
melakukan pemeriksaan. 

7. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa, Bupati : 
a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana esa; 
b. Meminta APIP untu k melakukan pemeriksaan; 
c. SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang d iterima Desa p da tahun 
anggaran berjalan; 

d. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan d igunakan sesuai dengan 
neru n tukannva Dada tahun anQ"Q"aran berikutnva . 
.,I. oJ .L '-''-'' .,I 
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BAB VIII 
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN 

Pelestarian dan Pemanfaatan hasil Kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan 
dengan cara: 
1. Melakukan pendataan hasH kegiatan; 
2. Melakukilil pemeliharailil, menjaga da n mengililiililkilil dengilil melibatkilil 

masyarakat; 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil 
pelaksanaan kegiatan diatu r dengan Peraturan Desa. 
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BABIX 
PENUTUP 

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024 agar menjadi 
panduan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dan apabila terdapat 
perubahan arah kebijakan Pemerintah maka terhadap petunjuk teknis ini dapat 
dilakukan penyempurnaan. 

BUPATI TASIKMALAYA, 



LAMPIRAN III 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
7 TAHUN 2024 
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024 

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN DANA DESA 

A. FORMAT SURAT PENGANTAR 

No. Uraian 

Diterima tanggal ........ . 

Penerima 

KOP DESA 

.... .. .. .. .. . .. . , ........ .. ..... . .. ...... . 

Kepada: 

Yth. Bupati Tasikmalaya 

Melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Tasikamalaya 

Di 

Tempat 

SURAT PEr:GA::TAR 

Nomor : .. .... ....... .. ......... .... .. . . 

Banyaknya Kete rangan 

Pengirim 

Kepala Desa .............. . 



B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT 

KOP KECAMATAN 

CAMAT •.. •••• .•.••.. •... 

REKOM ENDASI PENYALU RAN DANA DESA TAHUN 2 0 24 

Nomor : .... .. .. .. . .. . .. ................... . 

a. Dasar Sural Kepala Desa No .. .... . ........ Tanggal ... . .. . .. Hal. .. .. ... .. ... . 

b . Menimbang 1. Peratu ran Menteri Desa dan Pem bangunan Daerah 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahu n 2 0203 

Tentang Petunju k Operasional Atas focu s Penggun a an 

Dana Desa Tahun 2024; 

2 , Peraturan Menteri Keu angan No 145 Tahun 202 3 Tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 

3. Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 202 3 Tentang 

Pengalokasian Dana Desa Set iap Desa Penyaluran Dan 

Penggunaan Dana Desa Tahu n Anggaran 2024; 

4 . Peratu ran Ru p ati Tasikmalaya No . . . 07 .... Tahun 2 24 

Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. 

Carnat.. .. . .. . . .. ... .. .. . , Mem berikan Rekomen dasi kepa da : 

Narna 

Jabatan 

Untuk 

No. 

1 

2 

3 

4 dst 

: . . ..... .. .... ...... (diisi nama KepaZa Desa) 

: Kepala Des a ....... . .. .. ..... (diisi nama desa) 

Menyamp aikan Penyalu ran Dana Desa Earmarked/Non 
Earmarked Tahap ........... Tahun Anggran 2024 Sebesar Rp . 
. ............. ,- (terbilang) dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

Jenis Kegiatan Lokasi 

JUMLAH 

Volum e 
Anggaran 

(Rp) 

Rp . ................. . 



Data Pendukung : 

No Persy aratan Administrasi Pendukung Ada Tidak Ada 

1 2 3 4 

1. Surat permohonan penyaluran ta hap ....... . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10 . 

Sete lah kami Verifikasi dan cek lokasi yang ses uai dengan usulan desa t ersebut, 
bahw a pada prinsipnya k ami tidak berkeberatan mem b erikan rekomendasi 
terha d ap usulan desa ....... dengan p ert imbangan : 

a. Pr o p osal yang diajukan t elah m e men uhi syarat sesuai Per a t uran Bupati 
Ta sikmalaya. 

b. Anggaran tersebut agar d ipergu nakan sesuai d engan k egiatan yang ada 
dalam permohonan. 

c. Kegia tan telah s e s u ai dengan Pe r a turan Ment eri Keuanga n Nomor 145 
Ta h un 202 3 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri 
Ke uangan Nomor 14 6 Tahun 2 023 Tentang Pengalokasian D ana Desa 
Sctiap Dcsa, Pcn yalu rfu""1 , D fu""1 Pcnggunaan Da na Dcsa Tfu~un Anggaran 
2 0 24 

d. S e s uai d engan APBDesa Tahun Anggaran 2 024 . 

Demikian Reko m e nda s i in i, u n tuk dipergu n akan seba gaimana m e s tinya. 

Dib u at di ...... . ... .. .......... . 

Pada tanggal . ...... 2024 

Cama t .. . .. . . ... . ......... , 

... ............ .. ... ....... .... ........ 
NIP~ ............... .... ....... . . 

Tembusan di sampaikan kepada Yth, 

1. Bupati Tasikmalaya; 
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tas ikmalaya; 
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Tasikmalaya 



C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN 

BERITA ACARA 
VERIFlKASI LAPANGAN 

Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bertempat di Desa 

.. .. ...... Kecamatan .. .. .... .. telah dilaksanakan monitoring terhadap rencana 

kegiatan pembangunan, dengan hasil sebagai berikut : 

Kegiatan 

1. Loka si Kegiatan 

2. Sumb er Dana Dana Desa Earmarked/ Non Earmarked 

Tahap .......... 

3. Ketersediaan Laban .... ", .. , (Ada / Tidak ada) 

4 . Status lahan Milik Desa / Hibah 

5 . Manfaat bagi warga sekitar .......... (Ya / Tidak ) 

6. Ketersediaan tenaga keIja lokal .......... (Ya / Tidak ) 

7. Gambar desain dan RAB .......... ( Ada/ Tidak ada) 

8. Catatan lainnya 

Dem ikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimaan m estinya . 

... ...... ......................... , 

... ................ ... .......... .. 2024 
Tim Verifikasi : 

No Jabatan Nama Tand atangan 

1 Ketua 

2 Sekretaris 

3 Anggota 

4 dst. 



D. FORMAT VERIFIKASI DANA DESA 

LEMBAR VERIFlKASI 
DANADESA 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten Tasikmalaya 

No Hal-hal yang diverifikasi 

l i,y~l c'""" ; ':;;,;;}I~~J~!·.::i·\ ', ' 2 .1 
, 

j' 

>'" C"? .\'-" ""~1..J':.\;'7" .. ,;< , .. "" . ,' . . ~ 'J • 
I. Surat Pengantar Dokumen Kegiatan Dana Desa 

d ari Pemerintah Desa; 

2. Tanggal dan l'~·omo·r Regis te r D·ol~u·men· dise s ua il{an 
pada saat pembuatan; 

3. Peraturan Desa d a n lampiran Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); 

4. Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024; 

5. Peraturan Desa ten tang APB Desa dengan 
dilengkapi Lembar Verifikasi Camat sesuai dengan 
Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa untuk 
satu (1) Tahun Anggaran ; 

7. Berita acara m usyawarah penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa per tahapan; 

8. Berita acara d an Keputusa n Kepala Des a tent a ng 
Penetapan Standar Belanja Desa dan St andar Harga 
Satuan d i Des a 

9 . Kesesuaian Priorita s Penggunaan Dana Desa d en gan 
k ondisi objektif di Desa 

10. Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acu an Kerja 
{untuk kegiatan infrastruktur di lengkapi ga'llbar 
desain) 

II. Foto Lokasi 

Sesuai 
Tidak 
sesuai 

:~ -",' 4 
"," 

Dokumen dunaksud telah di verifikasl dan telah sesuru dengan Peraturan yang berlaku . 

. .. . ... ........ . . .............. . .. , ..... ..... ..... .. ............ . . ... 2024 
Tim Verifikasi : 

No Jabatan Nama Tanda Tangan 

1 Ketua 

2 Sekretaris 

3 Anggota 

4 dst. 



E. FORMAT KARTU SKOR DESA KONVERGENSI LAYANAN STUNTINGTAHU N 
ANGGARAN 2024 

KARTU SKOR DESA 
KONVERGENSI LAYANAN STUNTING DI DESA (NAMA DESA) 

iKode Desa . (KODE DESA) iProvinsi . (NAMA PROVINSI) 
Laporan triwulan : (PENYESUAIAN TRIWULAN 

Desa : (NAMA DESA) 

K abunaten : (NAM..A K A.BT)1> A TFN) Ta1mn : 2023 

KecaJl1atan : (NAMA KECAMA TAN) 

PIC 
NIK KPM : (NIK KPM) 

NAMA KPM : (NAMA KPM) 

A. DATA SASARAN TOTAL STATUS GIZI JUMLAH 
Normal: 

1 Remaja Putri 
Anemia: 

2 Calon P~llg"antin dan calvn pasangan usia subur 
lNormal : 

3 Ibu hamil dan ibu bamil KEK RESTI 

KEK: 

lNormal: 

4 A ak 0-59 bulan 
Gizi kurang: 

Gizi bumk: 

Stunting: 
Normal 

5 Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan Keluarga beresiko 
/ rentan stating 
stunting: 

rotal Cakupan 
B. DATA CAKUPAN LAYANAN Total Cakupan Layanan Diterima % 

Lay an an 
1 Remaj a Putri 

1 Pemeriksaan statiif anemia (Hb ) 

2. Mendapat Tablet Tanlbah Darah 

2 Calon Pengantin 

1. Periksa Kesehatan (menerima TID N aksin) 

2. Mengkuti bimbingan persiapan perkawinan 

3 Ibu hamil dan Nifas 

1. Periksa kehamilanlnifas 
2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska 

m:rsalinan 

3. ~u.HaJ.uil KEK mendapatkan tatubahan asupan 
glZl 



4. Mengkonsumsi tablet tambah darah (ITD) 
(minimal 90 tablet selama masa kehamilan 

4 Anak 0-59 bulan 
1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke 

posvandu/la-. anan kesehatan lainnva) 

2 Mengikuti kegiatan BKBIPAUD 

3 Anak gizi kuranglbumk/stunting Mendapatkan 
tambahan asupan gizi dan konselina gizi 

4. Anak mendapatkan immusasi dasar lengkap 

5 Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan 

1. Keluarga memiliki kartu keluarga 
2 Keluarga memiliki akses ke swnber air bersih I 

m lnUlU 

3. Keluarga memiliki akses keianlban sehat. 
4 Keluarga memiliki kepesertaan jaminan 

kesehatan mandirilsubsidi) 

5. K~!uarga rentall (sosiallekonomi/difabel) 
terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial 
(PKHlBLT-DDlProgram sejenis) 

6. Keluarga memilil{i akses s:l.L~itasi/pembua.'1gan 
lim bah lavak 

7 Keluarga beresiko stunting mendapat 
pendampingan oleh TPK 

9. Keluarga beresiko Stunting menjadi peserta 
kegiat !al1. ketahanan pangan 
keluargalpemanfaatan lahan pekarangan untuk 
peningkatan asupan gizi 

C. KONVERGENSI LA YANAN (cakupan layanan) Total Konvergensi Total Konvegensi 
% 

Lavanan diterima 
L Remaj a Putri 
2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur 

3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK 

4. AIlak (0-59 bulan) 
5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan 

keluarga beresiko stunting 

Total Konvergensi Desa 

D. FASILITASI DES A 

1. Angka Konvergensi Desa Tahun Sebelumya Nilai 
2. Jum\ah Alokasi anggaran Dana Dt:sa UnLuk 

Total Rp. kegiatan Stwlting Termasuk Insentif Kader 

3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa Untuk 
Total Rp. kegiatan Stunting Tennasuk Insentif Kader 

4. Desa Memiliki KPM, TPK dan Kader posyandu 
Piiihan yang dilatih menglU1akan modul umlU11 

5. Desa melakukan Rapat evaluasi Inin. 2 kali dln1 D~l~l"'1"t"'I 
.I. 1.1.1.1 .1( .. 4.11 

1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting 



F. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TAHAP 1 

F AKTA INTEGRITAS 

PENYALURAN EARMARKED / NON EARMARKED TAHAP I 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

Kepala Desa ...... . .. . Kecamata..~ .... . ..... Kabupaten Tasilanalaya 

Selaku penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2024 

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Jumlah yang diterima pada taha p .. ........ ( . ......... ) s ebesar Rp. XXX.XXX,- untuk 
penyelenggaraan kegiatan : 

NO Kegiatan Lokasi Volume Biaya (Rp) 

1 

2 

3 

JUMLAH 

1'P1" ,"'nO"' I . -- bil_-o . 

yang akan dipergunakan sesuai dengan usulan penyaluran dana d esa earmarked! non 
earmakerd yang telah diketahui oleh Camat .. .. . ... . ... . . . .... serta Desain Gambar dan 
RAB diketahui oleh dinasj instansi terkait, t enaga pen d amping atau tenaga ahli 
profesional. 

2 . Dalam penentuan p engalokasian k egiatan Dana Desa tersebut terlebih dahulu telah 
diadaka..'1 musyawar"'h dengan melibat..1<:an unsur lembaga terk ""t di Desa, masyarakat 
dan Pihak-pihak lain s esuai den gan k etentuan yang b erlaku dan tidak ada 
perek ayasaan dalam pem buatan Berita Acara h a sil musyawarah. 

3. Den gan dis alurkannya Dana Desa k e Desa sejumlah sesuai d en gan tahapan, maka 
p en gelolaan dan per tanggung j awaban su dah menja cli tanggung j aw a b Pemerintah 
Desa. 

4 . Apabila dikemu dian hari terny ata ditemuk an peny elewengan pen ggunaan anggaran 
d alam p em bangunan fisikj pember dayaan dan p erekayasaan administrasi, sehingga 
menimbulkan k erugian, kami akan mempertanggung jaw abkannya kepada 
masyarakat dan pihak-p ihak lain yang berkepentingan. 

Selanjutnya k ami akan m elapork an hasil pelaksanaan k egiatan kepada Bupati 
Tasikmalaya melalui Camat ............... baik secara teknis maupun administrasi setelah 
selesai kegiatan. 

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan 
sebagaimana mestinya. 

Tasikmalaya, . . .. ....... 2024 

Yang membuat pernyataan 

Kepala Desa ......... . 

materai l?p. 10.000~ -

( .... ... .......... .. .... ... .. ) 



G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS TAHAP II 

FAKTA INTEGRITAS 

PENYALURAN EARMARKED / NON EARMARKED TAHAP II 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

.Jabatan Kepclla Desa .......... KecCimatan .... .... .. Kabupaten TasLkmCllC1ya 

Selaku penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2024 

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. J umlah yang diterima pada tahap ........ . . ( ...... . ... ) sebesar Rp. XXX.XXX,- untuk 
penyelenggaraan kegiatan : 

NO Kegiatan Lokasi Volume Biaya (Rp) 

1 

2 

3 

JUMLAH 

Terbilana : 

yang akan dipergunakan sesu ai dengan proposal yang telah diajukan dan diketahui 
oleh Camat ....... .......... .. serta Desain Gambar dan RAB diketahui oleh 
dinas/inst ansi terkait, tenaga pendamping atau tenaga ahli profesional. 

2 . Bahwa k egiatan dana desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan telah 
dibuat dalam laporan pertanggungjawaban. 

3. Sudah melaksanakan k egiatan tahap I Tahun Anggaran 2024. 

4. Dalam penentuan pengalokasian Kegiatan Dana Desa tersebut terle ih dahulu telah 
diadakan m u syawarah dengan melibatkan unsur lembaga terkait di Desa, 
m asyarakat d an Pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak 
a da perekayasaan dalam pembuatan Ber ita Acara hasil musyawarah. 

5. Dengan disalurkannya Dana Desa ke Desa sejumlah sesuai dengan tahapan, maka 
pengelolaan dan pertanggung jawaban sudah menjadi tanggung j awab Pemerintah 
Des a . 

6. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penyelewengan penggunaan anggaran 
dalam pem bangunan fisikjpemberdayaan dan perekayasaan administrasi, sehingga 
menimbulkan kerugian, kami akan mempertanggung jawabkannya kepada 
masyarakat dan pihak-pihak lain yang b erkepentingan. 

Selanjutnya kami akan me1aporkan h a sil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati 
Tasikmalaya melalui Camat .... .... . . ... .. baik secara teknis maupun administrasi setelah 
selesai keglatan. 

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan 
sebagaimana mestinya. 

Tasikmalaya , .. . ........ 2024 

Yang membuat pernyataan 

Kepala Desa ...... . 

materai Rp. 10. 000,-



H. FORMAT SPTJM 

KOP PEMERINTAH DESA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ( SPTJM ) 

Nomor: .. . .......................................... . 

Yan g b ertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan Kepala Desa . . .. .. ................... .. .. .. .............. .. . . 

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desai Pengguna Anggar n. 

Dengan ini kami m enyatakan den gan sebenarnya bahw a : 

1. Saya bertanggungjawab mutlak atas penggunaan a nggaran 
van cr h.,.r CO" m h .,. .... r1 "" .... .; n a""'a n.,.co "" InD' yana l.r""-n-t '; "" ,;" k """'" h",,';l.r J 5 l..Jv \",,;J '-A ........ ....,v .... '-4CA.. .L .... .L.J ..a. .a. L.....i''-'" ~c....t. \.L.J J 5 ... .,..c....t. ..a. ...... .L c....t.J \A. :3rro..c....t. ... .1. l..J'-A..I...L)rr". 

s ecara formil m a upun materil. 

2. Semu a b ukti yang sah atas penggu naan D D ini, kami simpan 
sesuai keten tuan y a ng berlaku gu na kele ngkapan 
administrasi dan keperluan pem eriksaan bagi aparat 
pengawas fu n gsion al. 

3. Segala hal y a n g terj a d i a kibat diterbitkann y a surat 
p ermohonan p e nca iran in i menjadi t a nggungja w ab kami 
s epen u h nya d a n apab ila dike m u dian hari ternya t a terdapat 
kekurangan a t as kelen gkapan dokumen terse b ut maka kami 
b ersedia m emper tanggungjawab kannya. 

Demikian Surat Pernyataan ini kami b u at dengan sebenar -
benarnya. 

Tempat, Tanggal - Bulan - Tahun 

fCEPA~A I)ESA .... . . ................ . 

materai Rp. 10. 000, -

••••• ••• .o •• •• •••••• ••• • •••• ••• •• ••• 



4. Anggaran Sumber Dana 

No Uraian 
Satuan Harga 

Total Ket. 
Volume Satuan 

1 

2. 

3. 

. ........................ , ... .. ............. 2023 
Mengetahui 

Kepala Desa .... . .. . ......... . PKA jPPKD 
Kecarnatan ... ............. . .... , 

.•. .......•..............•....... . .•...... .................. . ... 



J. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BLT 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN ..................... . 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ............. . 
Nomor: .... .... .. 1 .... 1 ........ .. / 20 .. 

TENTANG 

DrulAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUAN LANGSUNG TUNAl ( BLT ) DANA DESA 

T AHUN ANGGARAN 2024 

KEPALA DE SA ...... ............... , 

a . bahwa ketentuan pasal 16 ayat 2 h uruf a Pera t ran Menteri 
Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pe galokasian 
Dana Desa Setiap Des-a, Penyaluran, Da.">l Pen&,aunaa."l Dana 
Desa Tahun Anggaran 202 4, bahwa program pemulihan 
ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan 
kemiskinan ek strem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 
2 5% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; 

b. bahwa berdasar ketentu an p asal 17 aya t 10 Peraturan 
Menteri Keuanga n Nom or 146 Tahun 2023 tentang 
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, daftar 
keluarga penerima manfaat diteta pkan dengan peraturan 
kepH1H clesH HtHU keputusHn kepH1H cl esH; 

c. bahwa berdasarkan p ertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan dan huruf b , maka perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima 
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 
AL-rggaran 2024; 

1 
i. Undal1.g-Undal1.g NomOi 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 



Mem perh atikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 168 , Tamhahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57); 

4 . PeraturaTI Menteri Dalfuli Negc;ri NomoT 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Ped oman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik In d onesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keu angan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 11 ); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Tran smigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentan g Rincian 
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2023 Nomor 868); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dalla Desa Tfu~un 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
963); 

9 . Peraturan Ment eri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 
ten tang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, 
Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nom or 1052); 

10. Peraturan Desa ......... .. .. Nomor ...... Tahu n .. ... tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ..... . 
- .. .... (Lembaran Desa ... ... ......... Tahun .... .. Nomor ........ ); 

1 1. Peratura..."t'} Desa ... ..... ..... l'lomor .. .. .. Tahun .. .... tentang 
Rencana Kerja Pemerin tah Desa Tahun .. ... . (Lembaran 
Desa ....... .... .... Tahun ... ..... Nomor .. ... ); 

12 . Peraturan Desa ...... .. ....... .. . Nomor .... .. Tahun ....... . 
tentang Anggaran Penda patan dan Belanja Des a (Lembaran 
Desa ...... . .... .... T ahun . .... . . T'Jomor ...... ); 

Hasil pembahasan penetapan Kelu arga Penerim a Manfaat (KPM) 
BLT Desa Tahu n Anggaran 2024 m elalui Musyawarah Desa 
yang dilaksanakan p ada tanggal ...... .... . ... ........... . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan (tulis dengan angka) (tulis dengan huru}j keluarga 
penerima manfaat BLT Dana Desa , 
Desa ......... Kecamatan ............... . Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran 
kepJ,lius®- Kepal::t. Desami; 

1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU 
yaitu ...... x Rp. 300.000 x 12 bu lan = RP. (ditulis dengan 
angka) (ditulis denga huruiJ kepada keluarga penerima 
manfaat BLT Dana Desa: 



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana 
dimaksud angka (1) dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa melalui Bidang 
Penanggula ngan Rencana , Keadaan Mendesak, dan 
Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat: 

3. Pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan mulai bulan 
Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat 
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara 
sekaligas; 

4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana 
Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal 
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima 
manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti 
dengan kelu arga penerima manfaat yang baru. 

Dalam hal terdapa t perubaha n daftar k eluarga penerima 
manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud diktum 
KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputu skan dalam 
mus)ravvarah dcsa dan ditctapkan mcla1ui I{cputusan I(cpala 
Desa. 

Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan 
dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga 
miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan 
ekstrem; 

b . Kehilangan mata pencaharian; 
c. Mempunyai anggota kelu arga yang ren tan sakit 

menahun/ kronis; 
d . Rumah tangga dengan anggota ru mah tangga tunggal 

lanju t usia; 
e . Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin 

ekstrem 

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsu n g Tunai Desa 
adalah Kepala Sek si Kesejahteraan Sosial. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
k etentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan 
diadakan perbaikan sebagaimana m estinya. 

Di tetapkan di : Desa .............. . 

Tanggal : ............... 20 .. . 

KEPALA DESA .................... . 

(Nama) 



K. FORMAT KWIT ANSI 

KWiTANSI 
Tanda Bukti Pembayaran 

Te1ah terima dari : Pemerintah Desa ....... .... ...... ............. . 

Uang s ej u m lah L/_/ ___________ ._ ... _ ... _ .. . _ ... _ ... _ ... _ .... _ ... _ ... _ . .. _ ... ________ ~/7 

Untuk p embayaran : 

/ 
RP . .. .. ... ..... , / 
~==--=-----' 

Mengetahui/ setuju 
bayar 

Kades ................ . ... . 

................................ 

Lun a s dibayar; 
Pad a Tgl 

Desa .. .. . . . 

.. .. ................ . , 
PPKD .. .............. 2024 

Yang Menerima, 

. . ... ........ ......... . .. . . 



L. FORMAT DAFTAR PENERIMA BLT 

DAFT AR PENE]~IMAAN BANTUAr-J LANGSUNG TUNAl (BLT) DANA DESA 
D ESA . . ......... .. KECAMATAN ... , . .. . ... .. ... KABUPA1i'EN TASIKMALAYA 

BULAr\]" .... . ........ Ti\HUN ANGGARAN 2024 

JENIS 
" .?' KRlTERIA 

TANDATANGl m 

NO NIKc . NAMA PENERIMA 'KELAMlN " ALAMA~' RT RW 
J ENIS 

KPMBLT BESARAN BLT (Rp ) '. JUMLAH YANG ; 
PEKERJAAN DITERIMA (~p) 

, -
" 

.. ';" '..t t 
to,. . '" 

,1 2 ' 
, 

4 5 ":;:;, 7 8 9 ' :10 11 12 

1 1 

2 2 

:3 3 

4- 4 
,-
,) 5 

is 6 

'7 7 

8 8 

9 9 
JUM L AH 

TERBILANG : "" " " ''' ' ' . ,, " " " "'"''' ' ' ' .. ...... . ........ .... ..... .. .... . " . .. ... .. . " .. " . .... " " ... . ... , 

Lunas bayar : ....... .. ... . "" .. " " . .... ... . . ..... " ... ... .. ,." .... , ... , ...... 20241 
Mengetahui: Telah di Veriflkasi Oleh: Pada tanggal .... . , .... ..... . 

Kepala Desa ... .. " ..... Sekretaris Desa Kaur Keuangan PPKD/PKA 

'- - - - --- --- ----- ---- --_ .. . . _ . . . . - ._------ - ---------



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 

NOMOR ........ TAHUN .. .. ...... TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUAN LANGSUNG TUNAl (BLT) DANA DESA DESA. ......... .. KECAMATAN .... .. .. ..... ... KABUPATEN TASIKMALAYA T.A 2024 

JENIS PEKERJAAN 
KRITERIA KPM 

KPM 
1 = petani pemilik 

BLT 

lahan 
1 = Keluarga 

2 = petani 
Miskin/Tidak 

penggarap I penyewa 
mampu yang 

3 = bW'uh tan! 
berdomisi di 

4 = nelayan pemUik 
Desai mas uk 

perahu 
kategori. 

5 = nelayan 
kemiskinan 
ekstrim 

penyewa perahu 
2 = Kehilangan 

J UMLAH 

JENIS 
6 = buruh nelayan 

mata 
KELUARGA 

KELAMIN 
TANQQAL 7 = buruh pabrik PEN ERIM A 

LAIUR 8 = guru sekolah 
pencahB.rian 

MANFAAT 
NO NIl( NOMORKK NAMA PENERIMA 1 = LAKI-LAKI ALAMAT RT RW 3 = PWlya 

Format : umum (Jumlah 2 .. Anggota ){eluarga 
PEREMPUAN 

HH/ B B/,IT'11' 9 = guru agruna 
rental1 sakit 

ARTdalam 
10 = pedagang 

krorusl menallwl 
){J( KPM 

barang 
4 = Rumah 

BLT Desa) 
11 = pedagang 

tangga dengan 
makanan 
12 = PRJ' 

anggot.a l111nal1 

(Pem bantu Rumal1 
tangga Tunggal 

Tangga) 
Janjut usIa 

13= 
5 .. Perempuan 

Pemulung 
kepala keluarga 

14 = Suruh 
dad keJuarga 

Bangunan 
miskin ekstrem 

99= laiImya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

2 

3 

4 

dst 

- .... . ......... , .... ... . .. . ...... 202 .. . 

Kepala Desa .. .. ... . 
... . .... .. ... ... ..... . 



M. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI 
REKENING DESA 

Telah terima dari 

Untuk Keperluan 

Den gan rincian 

TAHAP 

(n" . tah ~llSl ap.a.T1 
penyaluran) 

(KOP SURAT DESA) 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 
Direktorat J endral Perbendaharaan s elaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

PenYaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2023 
Kab Tasikmalaya 

TANGGAL JUMLAH TERBILANG 
DITERIMA 

(dengan Hu rup) 

(diisi t a...T1ggal (disi j u mbh dana (diisi jumla...lI dana 
dana diterima) yang di terima yang d iterim a , dalam 

,dalam angka) h uru p ) 

Dana tersebut telah diterima p ada : 

Nom or Rekenin g 

Nom or Reken ing 

Nama Bank ... ...... .... . .... ... . .... .... .. .. .... ..... ...... .... .......... ... ........ ... . ............. 

...... ... .. ....... ... . tanggal .... ....... .. .. 2024 

KEPALA DESA .. .... . ......... .... . 

(stempe~ Matera i 

'----- --( Rp 10.000,00 

(NAMA KEPALA DESA) 



N. FORMAT DATA PEKERJA PKTD 

Kabupaten 

Kecamatan 

Desa 

: Tasikrnafaya 

Status 
Nama Calon 

No. t andorl ukancl 
Pekarja 

Pekerja ) 

Data Pakerja PKTD 

Janis Kalamin 

Parempuan 

laki-

Laki Perem 
Pekk a 

puan 

Katerant;an 

Panean" 
Satent;a h 

Kef. 
RTM Pengan gt; 

ur Lainnya 
ur 



O . FOR1\1i\T HARlAN HOK 

Format Harian HOK)* 
Hari/Tanggal Kerja : ... ... ......... ...... . 

Desa / Kecamatan 
Jenis Kegiatan / Vol. 
lokasi Kegiatan 

No. Nama Pekerja 

a b 

Stat us 
Jenls 

(Mandor/ 
Kelamln 

Tukang/P 
(l/P) 

ekerja) 

c d 

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerjo/hori 

Mengetahui 

Jam mulai-
selesal 

e 

Jumlah 
Jumlah Besaran 

Total 
HOKper Upahper 

Upah per Hari 
Tandata ngan 

Jam 
hari HOK(Rp) 

(Rpl 
Kerja 

f a =//8 h I=axh i 

Desa ..............• ...... .... ...... 20 ... 
Yang Membayar 



P. FORMAT LAPORAN RENCANA DAN REALISASI 

P,EM ERINfAH 

SASJ DArIA OESA 

IIII!IOI\A -.niia I'ClIUA 
1JIoiiIo-.oo- -.... -..~ ..- -..n.:x 

~Il ___ 
JIM*=II:II ~ --- 1IiIo._ 

~ ~ -. 
.. ..-......... 

"'-- ..... ~ jjorfo 
T_ 1-:- ,... Ttl iM» 

~ ~~ .!ioIttIit ~ ""';;o<W -- .-. --. ""-'- I""" TflIWoI ~ IAHIIIf ...-. .,., ....... , 
.... fIIt -- .. p;- Oll ,...... .. 

'" ~ 
tliJl ITINIw IH .. ... IIJ II'\n 0-- ... ~ 

• • 111M 

1.~ • 't'~ , i. "~ j. ~~ .... - .: ' , • , .... ,":. 'r . ~ \ ',; 
~,...:, ":.; 0" .-{ ~li'J.)';$l .. .:i ",a~,;.i.c~ ~~:,~.,:-::7;' Iff· .. I>&l. ," . 

{'rM!l ~ .. ~ ';, 

!<Ih~ ... v..; ~" ,"'-'. ":;rl, ~~; "".~. i': '~.:~:' .... ,'-:1 l'l!.I~' ' ..1 ........ .,~ -~ 

~_ .......... r....s 
i 

...... t.I_ i ' il t --. ..1 ...L '--
_.__JA_ 

KMALAYA, 


